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1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangamerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dartransaksitransaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama
satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat
digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkiauk unelaksanakan
kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektifitas
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap
peraturan perundangindangan yang berlaku.

Laporan kuangan PemerintatDaerah Daerah IstimeavYogyakarta Tahun Anggaran 2019
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan
pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakasef) dalam menilai akuntabilitas damembuat
keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dapamkdan alokasinya
telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
Pemerintah Daerah serta habidsil yang dicapai;

4. Menyediakan informasi mengei bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya
dan mencukupi kebutuhan kasnya;

5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan-sumber
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tekiasg berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

Untuk memenuhitujuantujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan
informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas
pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangamerintah Daerah

Lapaan Keuangan Pemerintah Daeralbaerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan
berdasarkarperaturanperundangundangan yag mengaturtentang KeuanganPemerintah Daerah.
Landasan hukum penyusunan Laporan KeuangemadDDaerah Istimewa Yogyakarta:

a. UndangUndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah ;

d. Undangundang Nomor 13 Tahun 201&ntang Keismewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
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e. UndangUndang Nomor23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerasebagaimana dirubah
terakhir dengan Undargndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahd@dlambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Répdbiiesia Nomor 5587)

f.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2@&0tang Standar Akuntansi Pemerintahan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Rasrdiaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomgr 42

h. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerahsebaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dgerah

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor:1425);

j-  Peraturan Meng¢ri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan KeuangBraerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2007 tentang Polopokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor; 11)

|.  Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam
Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lemb&asrah Daerah Istimewa
Yogyakarya Tahun 2013 Nomor 9);

m. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

0. Peraturan DaerahDaerah Istimewa Yogyakarta Nom&B Tahun 208 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Angg&gbebaran
Daerah Daerah IstimeavYogyakarta Tahun 2018 Nomop;14

p. Peraturan Daerah Dagh Istimewa Yogyakarta Nom@iTahun 209 tentang Perubahan Anggaran
Pendgatan dan Belanja Daerahahun Anggaran2019 (Lembaran Daerah Dadralstimewa
Yogyakarta Tahun 20DMomor 6;

g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta NoB®iTahun 201 tentang Verifikasi,
Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2@ tanggal 30 November 2011

r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusutan Baray Milik Daerah berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 121 Tahun 2014);
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s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nof®fF Tahun 204 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2014 Nomor123);

t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomd@ Tahun 205 tentang Kebijakan
Akuntansi(Berita Daerah Daerah Istimewa Yaarta Nomor 114 Tahun 2015);

u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);

w. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Inventarisasi Barang Milik Daerah

X. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakartanblo125 Tahun 2@ tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar@r(Béita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor l128bagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nor3érTahun 209 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun t2di&ng
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaéar{B20ita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 No8&)r

y. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Noh8fr Tahun 2018 tentangistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan DaefBhrita DaerahDaerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 130

z. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Ti#iun 2018 tentang Penugasan

Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Notd@ Tahun 201&entang Pengelolaan

Dana KeistimewaarBgrita DaeralDaerah Daexh IstimewaYogyakarta Tahun 2018 Nomor }41

a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No6®biTahun 209 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An@fdéariBerita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarfahun 2019 Nomor 64ebagaimana telah dirubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nor8drahun 209 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No6#biTahun 209 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan BeldDperah Tahun Anggardét019 (Berita Daerah
Daerd Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomoy, 73

Qo

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi
Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah
Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
2. Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara

3. KabupaterPurworejo di sebelah Barat

4. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

5

Kabupaten Boyolali di sebelah Utara
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DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan
perincian:

1.

2
3
4.
5

Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecaaradan 45 kelurahan/ desa;

Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa,;
Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;

Kabup#en Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.

PETA ADMINISTRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Gambarl.1 Peta Administrasi DIY
(Sumber Bappeda DIY, 2013)
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tercatat memiliki lua$.185,80 km2 atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km?).

Pemda DIlYmenyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk
kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang
dilaksanakan olePemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan
masingmasing urusan sebagai berikut:

1. Urusan wajib meliputi:

a. Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum
Perumahan

Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perhubungan

Lingkungan Hidup
Pertanahan

Se rooo00o

j. Kependudukan dan Catatan Sipil
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
. Sosial
Ketenagakerjaan
Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
Penanaman Modal
Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kesatuan Bangsa ddolitik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
. Komunikasi dan Informatika
Perpustakaan

T2 7T O 5 3
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2. Urusan pilihan meliputi:
a. Pertanian

Kehutanan
c. Energi dan Sumber Daya Mineral
d. Pariwisata
e. Kelautan dan Perikanan

3. Urusan Keistimewaan meliputi:
a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

c. Kebudayaan;
d. Pertanahan;
e. Tata Ruang.

Organisasi Perangkat Daeral lingkungan Pemda DIYahun 2019mengacu padaPerda
Istimewa Nomor 1 Tahun 20i8ntang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Entitas akuntansi pad®emda DIYrahun 2019 sebanyak 116 akuntatesidiri dari 33 Pengguna
Anggaran dan 83 Kuasa Pengguna Angg#&mamsolidasLaporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pel&gia@mrincian entitas
akuntansiPemda DIldalah sebagai berikut:

_

2. Dinas Kesehatan dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.

3. Dinas Pekerjaan UmurRerumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan 2 Kuasa
Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.

4, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan 15 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entit
akuntansi.
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Poligamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial dengan 6 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai er
akuntansi.

Dinas PemberdayadPerempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai
akuntansi.

Dinas Perhubungan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
Dinaskomunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Dinas Kebudayaan dengan 18 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

DinasKelautan dan Perikanan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akt
Dinas Pariwisata

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai
akuntansi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengionidsa Pengguna Anggaran sebagai entitas
akuntansi

Gubernur dan Wakil Gubernur

Sekretariat Daerah dengan 14 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
Badan Penghubung Daerah

DPRD

Sekretariat DPRD

Inspektorat
Paniradya Kaistimewan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran seba
entitas akuntansi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai en
akuntansi

PPKD
Badan Kepegawaidbaerah

Badan Pendidikan dan Pelatihan
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Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam
bentuk laporan keuangarkEntitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk
mengkonsolidasikan semuaporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran di
bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan konsolitasi semua laporan
keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD.
1.4. Sistematika Penulisan Catatarias Laporan KeuangaRemerintah Daerah
SistematikdPenulisanCatatan atasdporanKeuangan adalah sebagai berikut
Babl Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporandfgan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporanafgan
1.3. Informasi Umum tentang Entitd®elaporan dan Entitas Akuntansi
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Lapoeuakgan
Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
2.2. KebijakarlJmumdan Strategi dan PrioritaSPBD
2.3. Rencana Program dan Kegiatan
Bab Il IkhtisarPencapaian Kinerjaekangan
3.1. Ikhtisar Readiasi Pencapaian Target Kinerja
3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV  Kebijakamkuntansi
4.1. EntitasAkuntansiPelaporarKeuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Lap@etzmigan
4.3. BasidPengukuran yang mendasdfenyusunan Laporarefangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kententuan Yang Ada Dalam
SAP pada SKPD
BabV  PenjelasarPosPos LaporarKeuangan
5.1. Rincian da Penjelasahaporan Realisasi Anggaran
5.1.1.Pendapatad_RA
5.1.2.Belanja
5.1.3.Transfer
5.1.4.PembiayaarNetto
5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
5.3.1.Aset
5.3.2.Kewajiban
5.3.3.Ekuitas
5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
5.4.1. Pendapatar.O
5.4.2.Beban
5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 7
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5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6.1.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.6.2.Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
5.6.3.Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
5.6.4.ArusKas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
Bab VI. Penjelasan atas informasiformasi nonkeuangan
Bab V. Penutup

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAONOMIKEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGEIONOMAPBD

2.1. Informasitentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah memperlihatkan kinerja selgektor ekonomi masyarakat yang
berperan dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.
Tingkat kesjahteraan masyarakat secara umum dapat dicerminkan dari tingkat kondisi perekonomian
daerah.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY tumbuh dengan tren meningkat sejak tahun 2015. Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) pada tahun 2015 turun 0,22 poin menjadi 4¢@826,17% di tahun sebelumnya. LPE
senantiasa meningkat setelah tahun 2015 dengan capaian 6,20% di tahun 2018. Peningkatan LPE tahun
2018 merupakan kenaikan tertinggi pada periode 2Q12018 dengan kenaikan sebesar 0,94 poin.
Berikut ini adalah gambareptumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.

7,00

6,00 ‘/ 6,20
26

5,00 —brlL 95" 5705

4,00

LPE

3,00
2,00

1,00

2014 2015 2016 2017 2018
Tahun

Gambar 2.1Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY Tahud-2018 (%)
Sumber: BPBrovinsDIY, 209

Pada tahun 2018, semua lapangan usaha tumbuh positif, bahkan dua lapangan usaha tumbuh di
atas 10% yaitu konstruksi serta pertambangan dan penggalian. Sektor konstruksi tumbuh 13,1% serta
pertambangan dan penggalian tumbuh 10,59%. Pertumbuhan tertinggpakeadalah sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 6,77%. Ketiga sektor tersebut tumbuh di atas
LPE. Sementara itu, beberapa sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan dibandingkan tahun
sebelumnya, yaitu industri pengolahan, pengadadrillislan gas, jasa perusahaan, seathministrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
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Tabel 2.1 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun-2018 (%)

Lapangan Usaha 2014 2015 201€ 2017 2018
1 Pertanian, Kehutanan, ddPerikanan -2,10 2,60 146 194 2,16
2 Pertambangan dan Penggalian 211 012 042 3,39 10,59
3 Industri Pengolahan 382 1,75 5,07 574 512
4 Pengadaan Listrik dan Gas 3,53 (1,32) 14,2¢ 3,96 5,31
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, danUDang 391 290 236 346 5,13
6 Konstruksi 565 424 542 6,94 131
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan S 5,69 6,19 6,09 572 554
Motor

8 Transportasi dan Pergudangan 380 3,73 461 4,74 6,6

9 Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 6,799 577 551 6,21 6,77
10 Informasi dan Komunikasi 6,13 511 8,32 6,14 6,48
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 789 827 498 280 6,14
12 Real Estat 777 6,45 514 494 554
13 Jasa Perusahaan 761 7,31 343 586 551
14 Administrasi PemerintahanPertahanan dan Jaminan So: 5,90 5,18 557 451 4,06

Wajib
15 Jasa Pendidikan 791 728 3,07 556 6,01
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 765 7,15 452 584 6,05
17 Jasa lainnya 529 8,00 5,70 5,76 6,06
DIY 518 494 505 526 6,20

Sumber: BPEDIY, 2019

Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB pada tahun 2017
dan 2018. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB ADHB tahun 2018 adalah 86.753.197
juta rupiah atau 57.522.317 juta rupiah pada PDRB ADHK. Meslémikian, pengeluaran konsumsi
tumbuh relatif lambat dibanding LPE yaitu sebesar 3,968atributorterendah pembentukan PDRB

adalah perubahan inventori dengan nilai sebesar 1.435.491 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau
1.104.088 juta rupiah atas dasharga konstan tahun 2010.

Tabel 2.2. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahug+-201/

2017 2018

Laju
No Komponen Pengeluaran ADH ADH ADH ADH Pertum-
Berlaku Konstan Berlaku Konstan buhan

(Juta Rp) (Juta Rp) (JutaRp)  (Juta Rp) %)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah 81.335.82( 55.364.06¢ 86.753197 57.552.317 3,95

Tangga

2  Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3.756.39t  2.589.25( 4.095.04¢ 2.657.407 2,63
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerint 19508172 13.104.55¢ 21.346.113 13.559.56¢ 347
4  Pembentukan Modal Tetap Bruto 371114368 24.791.86: 43173.678 27.313.86: 10,17
5 Perubahan Inventori 1.368.184 1.066.31¢ 1.435491 1.104.08¢ 3,54
6  Ekspor Luar Negeri 7.436.95¢ 4.808.527 8.749.632 5.424.90: 12,82
7  Impor Luar Negeri 6.540.71¢ 4.905.22: 7.206.068 5.210.391 6,22
8 Net Ekspor AntaDaerah (24.845.137) (4.517.332) (28.469.631) (4.375109 -3,15
PDRB DIY 119.131000 92.302202 119.172.90¢ 98.026.56¢ 6,20

Sumber: BPS DIY, 2019

Kinerja ekonomi antara kabupaten/kota-BdY masih belum merata dan terdapat dinamika antar
wilayah. Selama tahun 2013 sampai 2016, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah dua wilayah
yang mencapai pertumbuhan tertinggi. Namun di tahun 2017, Kabupkitdon Progo mencapai
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pertumbuhan tertinggi yaitu 5,97%. Capaian Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan yang
tinggi mengingat pada tahun sebelumnya kabupaten tersebut mencapai pertumbuhan terendah yaitu
sebesar 4,76%.

Tabel 2.3Laju Pertumbuhan Ekwomi Kabupaten/Kota, 2012017

Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017

KulonProgo 4,87 4,57 4,62 4,76 5,97
Bantul 5,46 5,04 4,97 5,06 5,14
Gunungkidul 4,97 4,54 4,82 4,89 5,00
Sleman 5,89 5,30 5,18 5,25 5,35
Yogyakarta 5,47 5,28 5,09 511 5,24
DIY 5,47 5,17 4,95 5,05 5,26

Sumber: BPS DIY, 2019

Nilai PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahunZii8t senantiasa meningkat. Nilainya adalah
34,15 juta rupiah di tahun 2018 yang meningkat 2,47 juta rupiah dari 31,68 juta rupiah pada tahun
sebelumya.

B. Inflasi

Pada periode 2013 sampai dengan 20t&Basi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Laju inflasi
di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi
tahun 2017 adalah 4,20% yang kemudian menurun menjadi 2,66% di tahun berikutnya. Kenaikan harga
tertingg pada tahun 2018 terdapat pada kelompok pengeluaran sandang yang mencapai 3,61%,
sedangkan yang terendah terdapat pada pengeluaran kesehatan sebesar 1,19%.

Tabel 2.4Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 232017

N Kelompok Pengel Tahun
° elompok Fengeluaran 2014 2015 2016 2017 2018
Umum 6,59 3,09 2,29 4,20 2,66
1 Bahan Makanan 7,7 4,64 4,77 2,71 3,15
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 295 5,04 3,84 2,79 2,63
3 Perumahan, Air,Listrik, Gas dan Bahan Bakar 8,92 4,41 1,64 5,63 2,43
4 Sandang 3,61 5,87 3,04 3,84 3,61
5 Kesehatan 5,49 4,21 4,17 2,76 1,19
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 2,37 1,36 2,40 2,81 3,34
7 Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan 9,36 -2,51 -2,06 6,72 2,46

Sumber: BPS DIY, 2019

C. ICOR

Perkembangan ICOR dan pertumbuhan ekorohtiselama kurun wakf013-2017 berbanding
terbalik seperti yang ditunjukkan oleh gambaibawah, yaitu ketika angka ICOR menurun
pertumbuhan ekonommengalami kenaikkan, dan sebaliknya. Hal ini berarti bahwa ketikar6D@é&h
maka dengan investasi teré&u akan menghasilkan output besgng dapat meningkatkan nilai PDRB.
Kenaikan nilai PDRB dapa¢ndorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Falietitor
yang menentukan besaran IC@Rntaranya adalah besarny@enambahan investasi dan kowgisi
atau alokasi investasi menursektor produksi yang tepat. Pada tahun 2017 angka ICOR DIY tercatat
sebesar 5,61 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5, F&¥kembangan ICOR selama periode tersebut
menunjukkan bahwa ICARY masih relatif tinggi dengarsaran nilai di atas 5. Level ICOR yarkgp
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tinggi bisa berarti investasi yang dilakukan kurang efisien, naidak menutup kemungkinan bahwa
aktivitas ekonomi yang berkembarmenderung bersifatcapital intensive Aktivitas ekonomi yang
bersifat capitd intensivememerlukan modal yang sangat besar dalam kegigrauksinya. Secara
umum, angka ICOR dianggap ideal (efisienp@rada pada kisaran8. Namun demikian, dilihat dari
perkembangannyaejak 2016 angka ICOR mengalami penurunan menjadi séh85atarntahun 2017
menjadi 5,61.

5.1

5.9 i
57 /g;l cgr
5.47 57 e

5.5 561
526

52 - 1
36 \-.\ 5.05 /'-
5.1

4505

20132 2014 2015 2016 2017

s | COFR =il Per lummbuban e konomi

Sumber: Analisis ICOR Sektoral DIY 2013-2017, Bappeda DIY

Gambar 2.2Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY, Tahe202013
Perbandingan angka ICOR DIY dengan Nasional menunjukkandragk@a COR DIY tahun 2€2@GL7
lebih kecil dibandingka nasiondlahun 2016 ICOR nasional tercatat sebesar 7,02 jauh lebih tinggi dari
ICOR DIY (5,85) dan tahun 2017 turun menjadi 6,99 tetapi masidigtals DIY yang sebesar 5,61.

Tabel 25. Nilai ICOR DIY dan Nasional , 2€A@17

Wilayah DIY Indonesia
Tahun 2016 2017 2016 2017
ICOR 5,85 5,61 7,02 6,99

D. Ketenagakerjaan

Selama lima tahun terakhir, data ketenagakerjaan menunjukkan baewduduk usia kerja di
DIY selalu mengalami peningkatan dari tahunakein. Jumlah angkatan kerja tahun 2015 mengalami
penurunan selanjutnya mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Tipgkgangguran di
DIY cenderung fluktuatif setelah mengalami kenailatahun 2015 dari 3,33% menjadi 4,07% tahun
2016, dan kembali turunukup tajam pada angka 2,72, sedangkaa thhun terakhir mengalantien
kenaikan menjadi 3,35% pada tahun 2018. Untuk menggambddkadisi ketenagakerjaan di DIY
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun lebiglasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 26. Penduduk Usia Kerja Menuriegiatan DIY Tahun 2012018

Angkatan kerja 2.023.461 1.971.463 2.099.436 2.117.187 2.191.742
Bekerja 1.956.043 1.891.218 2.042.400 2.053.168 2.118.392
Penganggur 67.418 80.245 57.036 64.019 73.350
Bukan angkatan kerja 824.293 911.517 818.216 843.017 795.588
Sekolah 270.545 297.972 273.286 266.870 247.191
Mengurus rumah tangga 439.522 475.397 430.895 472.108 452.310
Lainnya 114.226 138.148 114.035 104.039 96.087
Penduduk usia kerja 2.847.754 2.882.980 2.917.652 2.960.204  2.987.330
TPAK (%) 71,05 68,38 71,96 71,52 73,37
TPT (%) 3,33 4,07 2,72 3,02 3,35

TKK (%) 96,67 95,93 97,28 96,98 96,65

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019

Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15keatas. Kuantitas dan tren PUK
tergantung pada naik turunnygdumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan terjadinya
perubahan faktoifaktor demografi. Selama lima tahun sejak tal214 sampai tahun 2018, jumlah
penduduk usia kerja di Dhvengalami penambahan yang cukup besar, yakni sebanyak 139-&76
(4,90%), dari sebanyak 2.847.754 orang pada tahun E@&i¥adi 2987.330 orang tahun 2018 seperti
gambar berikut.

2.987.330
2.960.204
2.917.652
2.882.980
[ ' '
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : BPS Provinsi, 2019
Gambar 2.3Penduduk Usia Kerja, 20:2018 (orang)

Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penduduk usia dieffY masih didominasi oleh
golongan usia mudgaitu di bawatusia 35 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, terjadi peningkatan
yang besar pada PUK dengan pendidikan SMA baik umum méakguruan dan juga lulusan
universitas. PUK lulusan SMK bertambabanyak 89.991 orang (20,07%) dari 448.365 onaggjadi
538.356 orang. PUK lulusan universitas bertambah sebanyak 54ra@§ (23,65%) dari semula
230.421 orang menjadi 284.927 orangondisi ini menggambarkan bahwa kualitas PUK di DIY
kualitasnyasemakin meningkat apabila dilihat dari sisi pendidikann

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama limatéabkinir cenderung fluktuatif,
meskipun secara tren mengalakénaikan. Pada tahun 2014 TPAK sebesar 71,05% dan naik menjadi
73,37% pada tahun 2018perti yang disajikan pada gambaerikut.
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019
Gambar 2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun-2018

Berdasarkan pendidikan, dari tahun ke tahun semakin tinggi tiqmkadidikan semakin tinggi Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerjanya. Hal mménggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan
semakinbanyak yang masuk ke pasar kerja.

Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah penduduk kesi@ dan tingkat partisipasi angkatan
kerja, artinya dengarkenaikan dua indikator tersebut maka secara langsung jumtekatan kerja
mengalami kenaikan. Keadaan angkatan kerja ds€li¥na tahun 2012018 mengalami peningkatan
meskipun untuktahun 2015 terjadi sedikit penurunan. Secara umum gtrulangkatan kerja dapat
diklasifikasikan menjadi beberagarakteristik yang secara rinci sebagai berikut.

2.191.742

2.099.436 2.117.187

2.023.461
1.971.463

2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019
Gambar 2.5. Angkatan Kerja Tahun 262918

Angkatan kerja di DIY masih didominasi golongan umus4&hun (angkatan kerja produkitif)
jumlahnya mencapai 1.358.696 ora(fy,15%) dari total angkatan kerja tahun 2014), sampai tahun
2018bertambah sebanyak 62.286 orang (4,58%) menjadi 1.42@&8%). Pada tahun 2018 angkatan
kerja golongan umur 60 tahun katas menduduki proporsi yang tergolong tinggi sebesar 14,75%
dengan jumlah 323.289 orang. Tingginya jumlah angkatan leajjat usia disebabkan angka harapan
hidup yang semakimeningkat dan tingginya tingkat pendidikan yang menyebabissentidak menjadi
halangan untuk tetap berkarya. Namun demikizaygi sebagian penduduk yang ada di pedesaan tetap
bekerja di usiatua merupakan pilihan untuk bisa mencukupi kebutuhan seharitBedangkan
angkatan kerja berdasarkan pendidikan unpekdidikan SMU ke ataslalu mengalami kenaikan pada
periode2014-2018. Pada tahun 2014 sebesar 49,58%, tahun 2015 seb@ &0, tahun 2016 sebesar
51,64%, tahun 2017 sebesar 52,521 tahun 2018 sebesar 54,89%. Peningkatan kesejahteraan dan
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kesadaran masyarakat DIY akan fpegnya pendidikan berdampalpada peningkatan kualitas
angkatan kerja di DIY.

Penduduk yang Bekerja

Sesuai dengan konsep, yang dimaksud penduduk bekerja amfaladpyang melakukan sesuatu dengan
maksud untuk memperolelatau membantu memperoleh penghasilaeuntungan selamapaling
sedikit satu jam berturuturut dan tidak terputus dalanrseminggu yang lalu. Di bawah ini merupakan
gambar yangnenunjukkan penduduk DIY yang bekerja pada tahun -20148.

2.118.392

2.042.400 2.053.168

1.956.043

1.891.218

2014 2015 2016 2017 2018

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2019
Gambar 2.6Penduduk yang Bekerja Tahun 262018

Gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun tergkhitah penduduk yang bekerja
mengalami peningkatarPeningkatan pada tahun 2016 sebesar 151.182 orang, Tahunsedtsgar
10.768 orang sementara tahun 2018ningkat sebesa65.224 orang sehingga menjadi 2.118.392
orang.

Pengangguran Terbuka

Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mepeégrjaan, mereka yang mempersiapkan
usaha, mereka yang tidakencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkeskerjaan,dan
mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mioddierja. Sebagian besar penganggur di DIY
berada dalam kelompoksia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi sentamnya belum
mempunyai keterampilan khusus dan belumemiliki pengalaman kerja. Latar belakang pendidikan
yang tidakrelevan dengan lapangan kerja dan jumlah lapangan kergaaorformal yang terbatas
membuat jumlah penganggur muda ini tetéipggi setiap tahunnya.
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Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019
Gambar 2.7. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun-2018

Berdasarkan gambar di atas, pengangguran terbuka tahun-280#8 menunjukkan angka yang
relevan antara Jumlah Pengangduerbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan jumlah
yang fluktuatif. Tahun 2014 jumlah penganggur 67.418 oratepgan TPT sebesar 3,33% dan
mengalami peningkatan tahu2015. Jumlah penganggur dan TPT mengalami penurunan tajkop
pada tahun 2016 dan mengalami tren kenaikan padatdban terakhir menjadi 73.35penganggur
dengan TPT sebesaB5%. Pengangguran menurut kelompok umur didomipesganggur usia muda
dan produktif berusia di bawah 35 tahyang mencapai 78,80% pada tahun 2014, sedangkan pada
tahun2018 mengalami peningkatan mencapai 89,59%. Perggaiagmenurut pendidikan didominasi
pendidikan menengah (SMA d&MK) meskipun mengalami penurunan menjadi 46,51% pada tahun
2018. Sebaliknya, penganggur berpendidikan Diploma dan San@neapai 21,26% pada tahun 2014
dan mengalami peningkatasignifikanmenjadi 36,62% pada tahun 208ebagai pembanding, Tingkat
Pengangguran Terbuka selama litmhun terakhir antara DIY dan Nasional ditunjukkan pada gambar
berikut.

6,18
5,94 ’
..-’_._\5:]; 250 5,34
4,07 . .
3,33 3,35
2,72 3,02
2014 2015 2016 2017 2018
—l— NASIONAL DIY

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2019
Gambar 2.8. TPT Nasional dan DIY Tahun 22043

Berdasarkan grafik di atas, TPT DIY dari tahun 2014 sampan2®l8 jauh lebih rendah dari TPT
nasional. Kondisi TPT di DIY dalumun waktu tiga tahun terakhir selalu meningkat, tetapi tetap
dibawah TPT Nasional. TPT DIY tahun 2018 sebesar 3&&#gkan TPT nasional sebesar 5,34%.
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E. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di DIY pada tahun 2016 sebesar 13,10% hgddaeringkat 13 tertinggi
nasional dan masih berada di atas rataragsional. Potret tingkat kemiskinan DIY menempatkan Kab.
Gunungkidul,Kab. Kulon Progo, dan Kab. Bantul dengan jurpkiduduk miskin tertinggi di DIY,
sehingga diperlukan intervengiusus terhadap kabupatekabupaten tersebut agar jumlgienduduk
miskin menurun sebagaimana target tingkat kemiskibévi tahun 2018 dalam RPN sebesar 10,9%.
Sesuai dengan Arahan Gubernur terhadap pembangunan tabBa, maka penurunan kemiskinan
dibarengi pula dengapenurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan ketimparnvgéayah.

F. Ketimpangan Antar Wilayah

Pertumbuhan ekonomi adalakalah satu indikator yang digunakantuk mengukur tingkat
kemakmuran suatu wilayailembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbylasugy
tinggi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tingggipa disertai pemerataan tidaklah
mencerminkan pemangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan
antarwilayahharus selalu diupayakan. Demikian halnya dengan DIY yasgh dihadapkan pada
ketimpangan wilayah, yang ditunjukan ol&abupaten Sleman dan Yogyakarta, yang hanya seluas
sektar 19%dari wilayah DIY tetapi menguasai sekitar 60% dari total PDRBaRtd. utama penyebab
terjadinya ketimpangan ekonomi regionantar-daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi.
Konsentraskegiatan ekonomi di DIY ada di wilayah Kota Yogyakarnakdaupaten Sleman. Tidak
mengherankan jika PDRB per kapgitdua wilayah tersebut sangat jauh berbeda jika dibandingkan
dengan tiga kabupaten yang lain. Faktor lain penyeketimpangan adalah alokasi investasi yang
belum merata baik PMAaupun PMDN.

Ketmpangan antawilayah pada periode 2032015 di DIYmenunjukkan kecenderungan
menurun, yaitu ditandai dengapenurunan indeks Williamson dari 47,56% pada tahun 20&fjadi
46,95% pada tahun 2015. Namun demikian, angka tersetasih dipandang tinggi. Olddarenanya
diperlukan upaygpemerataan pembangunan dengan progr@nogram afirmatifuntuk Kabupaten
Gunungkidul dan Kulon Progo senmeningkatkan konektivitas antawvilayah. Meskipun upaya
akselerasi pembangunan di Kabupaten Kikoogo, Gunungkidul danaBtul telah dilakukan, namun
datamenunjukan kinerja pertumbuhan ekonomi di wilayah tersetmatsih berada di bawah ratata
DIY. Pertumbuhan ekonomi DiYasih disumbang oleh Sleman dan Yogyakarta. Pertumbuhan yang
cukup pesat di Kabupaten Sleman dan Ykgsta ini terutamadidorong oleh sektosektor tersier
seperti perdagangarkonstruksi, dan jas@sa.

Sebagai daerah penyangga utama, perkembangan Kota Yogyakart&abupaten Sleman
YSYIAKFAAT{lIY YAt NBtS5wWATESRRE 6 aafupiieyi/BofaBlyinyR Sssia | v
distribusinya mencapai sepertiga dari total PDRB DIY. Kabupkeran masih memiliki potensi terus
berkembang lebih cepasementara itu Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah
ke titik jenuh, pangsa distribusinya diwah Sleman yaitu sekit@6%. Bantul sebagai penyangga lapis
kedua perkembanganperkotaan pangsa distribusinya bergerak lebih meningkiibanding
kabupaten/kota lain meskipun masih di bawah 20%.

Sementara dua kabupaten lainnya, Kulon Progo dan Gunungkidglmencakup 65% dari luas
wilayah DIY, pangsa distribesionomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21%. betalkafis
kedua kabupaten ini terpisah dari pusat Kota Yogyakadhingga perkembangan ekonominya tidak
dapat langsungnengandalkarrembesan mekarnya perkotaan. Dua kabupatenpigilu terobosan
investasi besar untuk mengembangkan potee&ionomi, terutama peningkatan akses melalui
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pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayal®leh karena itu agar
ketimpangan wilagh di DIY tidak semakmelebar dan pertumbuhan ekonomi semakin merata, isu
ketimpangan wilayah ini dimunculkan dalam Temd&i&mbangunan Tahun 2018 sehingga dapat
diperoleh sinergi antarsektatan kabupaten/kota dalam rangka upaya penurukatimpangan atar-
wilayah melalui program dan kegiatan yadgpat menumbuhkan wilayawilayah yang masih
tertinggal.

G. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang digambarkan melallgks Gini pada tahun 2017 sebesar 0,425.
Hal ini menggambarkarpembangunan di DIY baru dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat
berpenghasilan tinggi dan tidak merata di seluruh kelas masyarbletya penurunan kemiskinan
selama ini belum menunjukan hagiing optimal dimana penurunan kemiskinan setiap tahunnya masih
berada dibawah 1%.

Kebijakarkebijakan yang dikeluarkan dalampenanggulangan kemiskinan dalam
implementasinya masih terjadiambatan dikarenakan beberapa permasalahan, diantaranya: (1)
Validasi data; (2) Kebanyakan program/kegiatan yang kuedfektif; (3) Kurangnya sinergi dan
implementasi program/kegiatan(4) Eksekusi program yang terlambat; serta (5) Pendampingan
program yang belum optimakerdasarkan hal tersebut maka tematik penanggulangamiskinan dan
ketimpangan pendapatan dipilih dalamlusrerbang tahun 2017 agar dapat diperoleh strategi
penurunankemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan pendekiavilayahan sehingga dihasilkan
program dan kegiatan yangelibatkan antarsektor dan kabupaten/kota dalam upaysenurunan
kemiskinan.

2.2. KebijakanUmum, Strategi dan Prioritas APBD

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penjabaran tahun

kelima dari RPJMN 202019 dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai tahun 2015.
Sehingga, tema yang ditetapkan unfaKP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Gt SYSNY GFIFY tSYoly3ddzyly dzyildzl t SNIdzYodzKIly . SNJ
Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program tersebut bertujuan
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah sdearh efektif, efisien dan
berkeadilan. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, penyusunan RKP 2019 difokuskan pada
optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunanamdidalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2019,
pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan
spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu temdema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP
20194 S Yt dzii I Y'I FRFEFK at SYSNYXGFEFY tSYoly3dzyly
dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;

2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran
yang komprehensif mulai dari hulu samga hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;

3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari

peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan
dari berbagai sumber pembiaga;
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4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus
berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

{ Sadz A RSy3aly @Aaa LISYOo Il y3adzyly G ¢ SNbdag dzRy & |
.SN]SLINARGIFIRALFY . SNIlFYyRFIa{ly D2G2y3 w2e2y3£&s wYt
utama yangnencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi
pemerataan. Indikator sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi (%) diperkirakan dapat mencapai 5,4 + 5,8;

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) diperkirakax 8,3 persen;
3. Angka Kemiskinan (%) ditargetkan antara-8,5 persen,;

4. Rasio Gini (Indeks) antara 0,8839;

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atiaf1,98.

Adapun sasaran pembangunan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap indikator makro
berdasarkan rancangan awal RKP 2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,65 persen.

2. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 12,39 persen.

3. Tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 2,55 persen.

wilayah Pulau Jawa diperkirakan akan memberikan kontribusi ekoselmesar 58,15 persen terhadap
perekonomian nasional dengan lapertumbuhan ekonomi 5,74 persen di tahun 2019. Sebagai
penggerakekonomi nasional, Pulau Jawa merupakan pusat dari kegiatan Indnasional serta
penghubung antara kegiatan pertanian dengan nonpertanian.

Dari segi pertanian, salah satu potensi terbesar Pulau ddafah kondisi tanahnya yang sangat
cocok untuk produksi pangaterutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan
nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari segi Industri, Pulau t@&akadilengkapi dengan
ketersediaan dan kualitas infrastruktur segamber daya manusia yang lebih memadai. Potkisi
yang dimilikiadalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagaienddgangan domestik
maupun internasional. Strategi pengembanduiau Jawa selain diharapkan mengarah pada menjaga
lahan pertanianjuga pada peningkatan keterhubungan (ligka) antara kegiatapertanian, industry
(pengolahan maupun kreatif), serta perdagangan @aa yang berwawasan lingkungan.

2.2.1. Visidan Misi Jangka Panjang
Visi Jangka Panjang

Citacita pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD -R0Z}5 3@01
memiliki visia 5 SNI¥ K LadAYSgl , 23&1 1| NI didkaR IBuddya dadzy H AN H
Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri
RFEYy {S2F KGiSNI ¢

DIY sebagagpusat pendidikan terkemukapada tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan
SDM yang berkualitas, berdaya saimggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan
didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di
samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya
merupalkan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. DIY salsagai
budaya terkemuka dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan-miiki budaya
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sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkamildlabudaya. Hal
tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakartaeit&Citeenjadidaerah

tujuan wisata terkemukadapat dimaknai sebagai daerah tajuwisata yang diminati dari berbagai
penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap
menjunjung tinggi nilai moralitas.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki
fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga pg¥plecentered developmeint
melalui pembangunan di semua sektor dilaksanakan secara sinergis dan bertahap hingga terwujud
masyarakat yanmaju, mandiri, dan sejahteraMasyarakat yang maju dan mairi adalah masyarakat
yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang
telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian masyarakat
tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang tmditas dan mampu memenuhi tuntutan
kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DIY menempuh melalui empat misi pembangunan daerah

sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saingy @&untabel yang didukung oleh sumber
daya pendidikan yang handal,

2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian
dan pengembangan hasil budaya, serta nilkdi budaya secara berkesinambungan;

3. Mewujudkan keparvisataan yang kreatif dan inovatif;

4. Mewujudkan sosiekultural dan sosieekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal,
ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2.2. Filosofi, Visi, Misi, Tujuan daBasaran Jangka Menengah
Dasar Filosofi

"Renaisans Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan DIY mengandung maksud sebagai
pangkal berpikir perubahan ke depan berlandaskan padamii&ilama yang unggul atau nHaiai
yang pernah menjadi rujukan bagatek kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada
posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dibawah payung
paradigma "Renaisans Yogyakarta", Yogyakarta akan bergerak maju ke depan menjadi Yogyakarta yang
maju, tetapi tetap berpijak pada nilaiilai keluhuran, nilanilai keutamaan, dan niladilai yang
mencerminkan kerogyakartean yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta,
sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejam@ielid.

Y2YAaSL) awSylAalya 23l {FINIlFé Faldz awz23al wSy
Keistimewaan YogyakartaHémemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan
Manunggaling Kawula Gusjtiideologi negara Kesatuan Republik IndonesésucBsila, dan etos asli
(GolongGilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkdalam melahirkan kembali masa keemasan
0 dzRI & | 1tFaAal L2381 1UFNIlFe® awSylAalya ,23&F LNl
Gumregah untuk bergerak bersama membawa kebudayéagyakarta ke tingkat yang lebih unggul.
Semangat Jogja Gumregah tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju pada
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peningkatan dimensi nilai, pencarian nitéiai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan,
dimensi estetispada keindahan, dimensi sosial pada nitaist’, dimensi politik pada nilai kuasa,
dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam konteks "Renaisans Yogyakarta" sebagai "sintesa", ketikenilalailrilogi Filosofi
Keistimewaa (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula
Gust) diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, makatématl yang dihadapi dalam
implementasinya adalah nilailai pragmatis yang melahirkan gejgajala yaitu: (1)Bawana
Yogyakarta tidaldayulagi baik dalam dimen®awana AlitBawana AgengnaupunBawana Lahir
Bawana Batin (2) pembangunan dan perubah@erubahan yang terjadi di Yogyakarta telah
menunjukkan gejala meninggalkan jati diri dan rilddi kawitan ataunilai-nilai sangkan paraning
dumadinya Yogyakarta; dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara
pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas namanikdlakebebasan, sehingga
kepentingankepentingan bersama sertailai-nilai kebersamaaan yang lebih luas menjadi terabaikan
bahkan terkorbankan.

Konsep tersebut diatas mendasari tema visi pembangunan DIY tahun2PQ27 yaitu
dMenyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusiz J&@d Samudera
Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk
memanfaatkan potensi kelautan di kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad SamuderaaHindia y
dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fendimemaenalndian Ocean Rim
Association{IORA) KraCanal/ Thai Canal Projestrta kemiskinan di kawasan selatan.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudeia téntunya berada

di wilayah selatan DIY. Kabupatesbupaten yang berada di wilayah selatan DIY memiliki kesenjangan

relatif tinggi dibanding wilayah utara dilihat dari angka kemiskinan. Fenomena kemiskinan dan

kesenjangan di wilayah selatan DIY iniaterbelakangi pentingnya memberikan fokus dan perhatian
terhadap pembangunan wilayah tersebut. Hal ini selaras dengan tema visi untuk menyongsong "Abad

Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan martabat warga miskin di wilayah bagian

selatan kwususnya, dan di seluruh wilayah DIY pada umumnya". Dengan demikian, potensi wilayah

selatan DIY perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar lebih memiliki
harkat dan martabat mulia.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dapat digambafk R lLimk Kemdiiaag | ®&nda Malid

akni:

)1/) Terwujudnya peningkatan kualitas hidphidupanpenghidupan masyarakat yang berkeadilan
dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya
manusia Jogja yang berdasaing;

2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta
penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk
pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yangaolede

3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun
pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;

4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demgkaati

5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar
tegaknya nilanilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa
bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpasfganimpangan yang berupa korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
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Manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik
dari segi hidugkehidupanpenghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari
ekonomi yang tumbuhdan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh
penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia
Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting yang menggambarkan adanya tujuan
peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja
mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.
Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupasdnea masyarakat DIY, serta
mengatasi kesenjangan dan kemiskinan dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia
Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di DIY yang ditopang dengan pembangunan
infrastruktur wilayah diarahkan tidak haayuntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan

masyarakat yang kurang beruntung.

Visi

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2025 terdapat Penekanan 5 tahunaebagai pedoman

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai

berikut;

Tabel 27. Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY

Penekanan 5 Tahun

Penekanan 5 Tahun

Penekanan Fahun

Penekanan 5 Tahun

keunggulan  daerah
dan persiapan dasar
kompetensi SDM yang
berdaya saing unggul,
serta konsolidasi
potensipotensi
unggulan.

Keyword:
Menyiapkan
fondasi/meletakkan
dasar

daerah yang memiliki daya dukur
berantai positif backward effect and
forward effec) untuk mendorong
kemajuan daerah dan melanjutkan
pembangunan ompetensi

SDM yang berdaya saing

unggul secara lebih luas

serta menggerakkan potensi ekonor
dan industri unggulan.

Keyword:
Membangun/melanjutkan
pembangunan di atas
fondasi/dasar yang telah

Pertama Kedua Ketiga Keempat
20052009 20102014 20152019 20202025
Pembangunan sarana| Pembangunan fasilitas Pendayagunaan kapasitg Penguatan upaya
dan prasarana dasar | Fasilitas pendukung utama keunggul{ keunggulan pencapaian keunggulan

daerah melalui pegerahan
SDM dan
fasilitasfasilitasutama
pendukung keunggular
daerah, akselerasi usah
ekonomi dan industri
unggulan, serta penguata
jejaring untuk
meningkatkan daya sain
keunggulan daerah.

Keyword:
Mendayagunakan dan
menguatkan yang telah

daerah melalui saransarana
pendukung lanjut, penguata
orientasi kompetisi padg
pembangunan SDM

unggul, serta ekspansi
perekonomian dan

industri  berbasis keunggula
daerah yang didukung oleh
ketersediaa energi.

Keyword: Menguatkan
dan mengoptimalkan
yang telah di

diletakkan. dibangun. dayagunakan untuk
mewujudkan citacita.

Implementasi dalam RPIJMD DIY
RPJMD DIY RPJMD DIY RPJMD DIY
2009-2013 2012-2017 2017-2022

awz3azl wSylFA|a! ol R {I YdzZRSNJI
I AYRALF £ owl yOly
Awal)

Visi At SYSNAY Gl K RFSNHA&A5FSNIK LadGA|daSyezy3aazy3a a!
katalistik dan masyarakat Yogyakarta Yang Lebih {FYdZRSNI | AYRAI
mandiri yang berbasis Berkarakter, Berbudaya, kemuliaan martabat
keunggulan daerah serta Maju, Mandiri dan YIydzaiAl Wwz3el ¢
sumberdaya manusia yang Sejahtera Menyongsong
berkualitas unggul dan t SNI RFOLFYy .|
OSNBGATLED

Sumber : RPIJMD DIY 2&P(022, diolah
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Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
DIY memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat, serta selaras dengan uraian diatas
GSYlFr @Aar aaSyeéezy3azy3a ! 6FR { I YdZRSNI | AyRAIl dzyi
dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunamtibkYmengangkat

potensi selatan dalam kurun waktu 262022 dengan visi:

G¢SNBdz2dRyel tSyAyI1rdly YSYdA ALLFY al NIl ¢

Terwujudnyadapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk

terlaksana atau terbukti melalypeningkatan yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu

kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaandimaknai @ripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

1. Peningkatan kualitas hiddpehidupanpenghidupan masyarakat yang berkeadilan dan
berkeadaban;

2. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan
berkeadilan

3. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat
maupun pada lingkup birokrasi;

4. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan

5. Pelayanan publik yang dilaksanakan olphratur yang bermartabat dan memiliki integritas.

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah
manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan,
dan dapat hidp layak.

Manusia Jogjadalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua

individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang

dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

1. Semua individu y&g telah menggantungkan hidupnya pada sumberdaya yang berada di wilayah
DIY.

2. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh
jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.

3. Semua individu yang telahembangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya
dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Sedangkan ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan

Martabat ManusiaJogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat

kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai

berikut:

1. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung olgéhkdan kuantitas
asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas
lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila
kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makeayang buruk serta memiliki tingkat kesehatan
yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di
wilayah DIY masih terdapat kaskesus keluarga dan anakak yang memiliki tingkat kesehatan
buruk akibat begizi buruk.

2. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam
berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (i) mulia
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dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang pulgplerilaku memarkir kendaraan yang
tidakmenzolimi orang lain sehubungan ukuran lebar jgédan di Jogja relatif kecil, tidak
membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau
memancing rasa permusuhan terhadap kelompwdsyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan
menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).

3. Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mecakup: (Hca@amenjalankan
kegiatan penghidupan yang mulia untukemenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan
martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak
mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan penghidupan yang
mulia (tidak menjalankan usahanyada tempattempat yang mengganggu atau menzolimi atau
merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasaaakkdan
perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan
mencemari alam seatwarisan budaya).

Misi
Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi digambarkan dalam
rumusan Panca Mulia. Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data maupun analisa teknokratik
untuk dapat dicapai melalui upayaya yang diterjemahkan dalam misfiisi sebagai rumusan umum
mengenai upayalpaya Yyang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat
merepresentasikan penggambaran visi yang ingin dicapai.
Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikanfédétorlingkungan sategis,
baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi
tujuan dan sasaran dalam rangka:
Meningkatkan kesejahteem masyarakat;
Memajukan daerah;
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
Menyelesaikan persoalan daerah;
Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
Provinsi dengan nasional; dan
Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia daargsaan.
Oleh karena itu perwujudan Panca Mulia dapat dirumuskan dalam dua misi pembangunan DIY tahun
2017¢2022 sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan
Berkeadaban
Rumusan misi pertama imienerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub
pada Panca Mulia 1, 2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan
dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan
sekurangnya ari aspek:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokah dangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk didalamnya upaya

No as~owdhPE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 24



PEMERINTAH DAERAH DA

OO a a /

menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan
(Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
d. Peninggatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman
dan tertib bagi seluruh warga.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada

Panca Mulia k& dan ke5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya mewujudkan

misi kedua ini sekurangnya melalui:

a. Melakukan semangat perjumpaanrdailang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk
menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal"
(keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan
"strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).

b. Mendorong semangat "Perjumpaan” dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai
strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke
lembagalembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk
lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta,
serta belajar dari pengalamaengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan
"Trilogi SDMDIY" atau "EX" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi
SDMDIY menyandang pesan perubahan persepsindg se} dari tugas birokrasi sebagai
pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang mengantiung
bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban”, karena tanpa kontribusi
karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban
seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks TRilaigiDIY menyandang
pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan
mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya
malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpaeraimpangan. Kualitas,
dalam konteks Trilogi SDMIY menyandang pesan adanya pergesenard set bahwa karya
birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran”,
melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa kdnyakrasi DIY adalah "karya yang
dapat menjadi rujukan" bagi birokralsirokrasi dan lembagembaga lainnya (nasional
maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan”, maka karya tersebut
merupakan karya yang berkualitas, yang merupakaril limsi karya yang "diniati" untuk
menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya
berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun
ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDW", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara
Skandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memilki SDM dengan etos kerja tinggi,
etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pfrdalai

dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas

tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaanya misi

1 SRdzl Y Sy 2 nifakcondlitod dzld/ (dz] &S NasAda2AdzRIWMS NI F Y & A (i dz
Ydz t AGFa | ARdzZLE YSKARMzLI'Y RIY t SY3IKARdzLI Yy al aél
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RPJPD 2002025 RPMD 201/~202

Misi 2
Mewujudkan budaya adiluhung yar

didukung dengan konsep, pengetaht
budaya, pelestarian da
pengembangan hasil budaya, se
nilai-nilai budaya secar
berkesinambungan

Gambar 2.9 Keterkaitan VisiMisi RPJPD dan Vislisi RPIJMD
Sumber: RPJMD DIY 2eA022,diolah

Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah
untuk mewujudkan misi selama kurun waktu lima tahun dengan menjawab isu sgratagrah dan
permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan DIY tahu2@P2 adalah:
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Tabel 28. Tujuan yang hendak dicapai

Misi Tujuan

Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidup{ Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan
Dan Penghidupan Masyarakat Yag penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial V|
Berkeadilan dan Berkeadaban menjamin  menjamin  kdohinekatunggalika-an  dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mg
menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yan| Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang
Demokratis (Good Governange

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik,
terukur, dan rasional. Sasaran hamempunyai indikator yang terukur dalam rangka mengarahkan
tujuan pembangunan agar lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk
mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY selama kurun wa022017

adalah:
Tabel 29. Sasaran Pembangunan DIY

Misi Tujuan Sasaran Indikator
Meningkatkan Meningkatnya kualitag 1. Meningkatnya a. Indeks Pembangunan Manus
Kualitas Hidup| hidup, kehidupan dan Derajat Kualitas SDM (IPM)

Kehidupan Dar| penghidupan b. Indeks Pemberdayaan Gend
Penghidupan masyarakat dengal (IDG)

Masyarakat Yang tatanan sosial yang| 2. Meningkatnya
Berkeadilan  dan menjamin  menjamin Derajat ekonomi| a. Indeks Gini

Berkeadaban ke-bhinekatunggal masyarakat. b. Persentase Angka Kemiskinar
ika-an dalam kerangkz
Negara Kesatuar 3. Terpelihara dan
Republik Indonesig Berkenbangnya a. Persentaséeningkatan Jumla
serta mampu menjagd Kebudayaan Budaya Benda dan Tak ben
dan mengembangkal yang diapresiasi
budaya Yogyakarta 4. Meningkatnya
aktivitas a. Pertumbuhan Ekonomi
perekonomian yang b. IKLH (Indeks Kualite
berkelanjutan Lingkungan Hidup)
c. Kesesuaian Pemanfaate
Ruang

d. Capaian Penataan Ruang P&
Satuan Ruang Strateg
Keistimewaan

5. Menurunnya a. Indeks Williamson
kesenjangan ekonom
antar wilayah

Mewujudkan Tata Terwujudnya reformas| 1. Meningkatnya a. Opini BPK
Pemerintahan yang Tata Kelola) kapasitas tata kelolg b. Nilai akuntabilitas pemerintal
Demokratis Pemerintahan yang pemerintahan (AKIP)
baik Good
Governancg 2. Meningkatnya a. Persentase capaian sasar
Kapasitas Pengelolag Pelaksanaan Keistimewaan.

Keistimewaan
a. bidang tanah kasultanar
3. Meningkatnya kadipaten dan tanah des

Pengelolaan dar
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Misi Tujuan Sasaran Indikator
pemanfaatan  tanah yang terfasilitasi untuk
Kasultaan, Kadipaten dikelola serta dimanfaatkan
dan tanah desa

2.2.3. Strategi Arah KebijakarDaerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 22027
Pencapaian visi dan misi yang dioperasionalkan dengan tujuan serta sasaran pembangunan
membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang harus dilakukan.Strategi merupakan pendekatan
secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksagagasanperencanaan, dan eksekusi sebuah
aktivitas dalam kurumvaktutertentu. Arah kebijakan sendiri merupakan kondisi yang dibutuhkan agar
srategi yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam kontek
pembangunan maka penting untuk memahami strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai
pencapain sasaran dan tujuan yang merupakan implementasi atas Visi Misi Pembangunan Daerah.
Adapun srategi, arah kebijakan dan perwujudan atas progrpada RPJMD DIY 202022 dalam
rangka implementasi dari strategi untuk mencapai sasaran yang ada adalah sedyégdi

Strategi
Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawabh ini:

VISI
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja
MISI 1
MeningkatkanKualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkez
Tujuan Sasaran : Strategi :
Meningkatnya 1.Meningkatnya derajaj 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan layan
kualitas hidup, kualitas SDM pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan
kehidupan dan 2. Meningkatkanderajat kesehatan masyarakat
penghidupan 3. Internalisasi nilahilai budaya yang berorientasi pac
masyarakat dengai ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungg
tatanan sosial yan{ 2. Meningkatnya derajai 1. Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandiri
menjamin ekonomi masyarakat ekonomi lokalyang inklusif ddrerkelanjutan
menjamin ke 2. Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin.
bhinekatunggat 3. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat
ika-an dalam 4. Memperluas kesempatan kerja, perlindungan peke
kerangka  Negarz dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidil
Kesatuan Republil tinggi.
Indonesia serta
mampu  menjaga 3. Meningkatnya derajaf 1. Memperkuat implementasi dan advoka
dan kualitas hidup sosial pengarusutamaan gender
mengembangkan masyarakat 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
budaya Yogyakarta 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
4. Pengembangan keterlindungan warga, keamanan
ketertiban umum
4. Terpelihara dan 1. Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan sec
berkembangnya hukum dan fisik)Jdan pengembangan (penguatan
kebudayaan pemanfaatan)kebudayaan untuk mewujudk{

pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan ¢
berkelanjutan
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5. Meningkatnya 1. Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fok
aktivitas ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif
perekonomian yangd 2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar ya
berkelanjutan berketahanan dan berkelanjutan khususnya pa

kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan pote
cepat tumbuh

3. Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan

. Pengurangan resiko bencana

5. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah mela
kerjasama dengan badan usaha/swasta

N

6. Menurunnya 1. Penumbuhan pusgpusatpertumbuhan baru
kesenjangan ekonom 2. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah unt
antar wilayah menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

MISI 2

MewujudkanTata Pemerintahan yang Demokratis

Tujuan Sasaran : Strategi :

Terwujudnya 1. Meningkatnya 1. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yg

reformasi Tata|  kapasitas tata kelolg  transparansi, akuntabel, dan partisipatif

Kelola pemerintahan 2. Optimalisasi asehset pemerintah daerah

Pemerintahan yang 3. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kual

baik ©good pelayanan publik

governancg 2. Meningkatnya 1. Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerint
kapasitas pengelolaal provinsi kabupaten kota sampai dengan desa

urusan keistimewaan| 2. Penguatan keistimewaan dalam perangkat daer

kabupaten/kota, kecamatan, desa

3. Meningkatnya 1. Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan
fasilitasi pengelolaarl kadipaten) dalam melakukan pengelolaan d
dan pemanfaatang pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa
tanah kasultanan| 2. Pengembangan struktur dan pola ng pada satuar|
kadipaten dan tanal] ruang strategis kasultanan dan kadipaten

desa

Arah Kebijakan Daerah
Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai
penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan dibawah ini:

MISI 1
MeningkatkanKualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban
Sasaran : Strategi : Arah Kebijakan :
1.Meningkatnya derajat kualita] 1. Meningkatkan kualitag 1. Peningkatan aksesibilitas dan kulit
SDM manajemen dan layana pendidikan
pendidikan di DIY yang inklug 2. Peningkatan kualitas pendidik dan sara|
danberkeadilan pendukung pendidikan
2. Meningkatkan derajat 3. Peningkatan layanan pendidikan di DIY
kesehatan masyarakat 4. Memperkuat dan  mengembangkal
pendidikan karakter.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 29



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

OO a a /

inklusif, aman, berketahanan dq
berkelanjuan

3. Internalisasi nilanilai budaya| 5. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hid
yang berorientasi pada Sehat (GERMAS)
ketahanan masyarakat da 6. Peningkatan penganekaragaman d
keberlanjutan lingkungan keamanan pangan (termasuk olahan)
7. Peningkatan pelayananmedis, rehab
medis, rehab sosial dan dukungan d
masyarakat bagi penderita gangguan jiv
8. Peningkatan aksesibiltias dan pelayan
kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya derajai 1. Menumbuhkan kewirausahaa| 1. Penumbuhan wirausaha baru yang
ekonomi masyarakat dan kemandirian ekonom mandiri
lokalyang inklusif dan 2. Pemenuhan ketercukupan pangan dan ¢
berkelanjutan masyarakat
2. Pemenuhan layanan dasq 3. Pemenuhan perlindungan sosial d
masyarakat miskin. jaminan sosial masyarakat miskin
3. Peningkatan pendapatan pg 4. Peningkatan penduduk berakses air ber
kapita masyarakat layak
4. Memperluas kesempatan kerjg 5. Peningkatan penduduk berakses energi
perlindungan  pekerja, daf 6. Penyediaan tempat tinggal yang lay
proporsi angkatan kerja da dengan prioritas masyarakg
lulusan pendidikan tinggi. berpenghasilan rendah
7. Peningkatan kapasitas dan akses us
bagi rumah tangga miskin
8. Meningkatkan peluang kesempatan ker|
memperbanyak penempatan tenaga ker|
peningkatan kualitas pekerja dan cal
pekerja, pengawasan dan bungan
industrial.
3. Meningkatnya derajal 1. Memperkuat implementasi dar 1. Perencanaan dan penganggaran respo
kualitas hidup sosial advokasi pengarusutamaa gender
masyarakat gender 2. Pengendalian usia perkawinan pertan
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
penduduk 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dal
3. Meningkatkan pemberdayaa pembangunan
masyarakat 4. Peningkatan ketertiban masyarakat d
4. Pengembangan keterlindunga ketaatan pada hukum
warga, keamanan dal 5. Peningkatan akses dan kualitdgluarga
ketertiban umum Berencana
4. Terpelihara dan Meningkatkan pemeliharaal 1. Menumbuhkembangkan kesadaran mu
berkembangnya (pelindungan secara hukum dg stakeholderpembangunan budaya bend
kebudayaan fisik)dan pengembanga dan tak benda.
(penguatan dan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitg
pemanfaatan)kebudayaan untu layanan dan pengelolaanfasilita
mewujudkan  pemukiman yan kebudayaan

. Memperkuat lembaga pelestari buday

dan mengembangkan budaya di kawag
cagarbudaya, saujana budaya, desa d
kelurahan budaya
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6. Meningkatnya aktivitas
perekonomian  yang
berkelanjutan

1.

Mengoptimalkankinerja sektor
Dominan dengan fokus ekonon
berkelanjutan dan ekonom
kreatif
Meningkatkan
infrastruktur dasar yang
berketahanan dan
berkelanjutan khususnya pad
kawasan yang belum maju, ma|
tertekan, dan potensi cepal
tumbuh
Pengelolaan pencemaran dg
kerusakan lingkungan
Pengurangan resiko bencana
Mencari alternatif pembiayaat
non pemerintah melalu
kerjasama  dengan badan
usaha/swasta

penyediaar

1.

10.

11.

12.

13.

Peningkatan produksi, kualitas, inovasi d
nilai tambah produlproduk unggulan
terutama pada sSkor  pertanian,
perikanan, kehutanan, industr
perdagangan, pariwisata dan ekono
kreatif

Mengendalikan alih fungsi lahan pertanis
(PLPB)

Penyediaan ruang dan infrastuktur unt
mendukung pertumbuhan ekonomi
Memperkuat daya saing dan perlindung
tenaga kerja

Penyiapan regulasi yang kondusif unt
perekonomian

Mengembangkan soskakonomi
masyarakat dengan memberdayak
lembagalembaga organik lokal,

mendayagunakan potensi wisata, buda
dan kearifan lokal untuk meningkatkg
kemandirian masyarakat
Memperkuat partisipasi warga da
kelembagaan lokal dalam industri wisata
Memperkuat peran pelaku usaha mikr
kecil dan menengah serta kopeaiadalam
kegiatan perekonomian daerah
Pengelolaan pencemaran dan kerusak
lingkungan
Pengurangan
komprehensif.
Menyediakan regulasi yang memperku
kerjasama antara pemerintah daera
dengan badan usaha/swasta
Pembentukan lembaga yangkhusus
menangani KPBU dan investg
masyarakat lainnya

Melakukan capacity building terkait
pembiayaan non APBD dengan intensif

resiko bencana secq

6. Menurunnya kesenjanga
ekonomi antar wilayah

1. Penumbuhan

2. Meningkatkan

pusagpusat
pertumbuhan baru

aksesibilita
antarwilayah untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan

Pengembangan transportasi dg
infrastruktur pendukung BandaraNew
Yogyakarta International Airpo(NYIA)
Pengembangan kawasan selatan sebg
pusat pertumbuhan
Pengembangan sektor
kawasan prioritas yang
dengan sektor lainnya.
Penyiapan potensi dan iklim investasi ya
kondusif untuk mendorong realisasi da
pemerataan investasi

pariwisata
terintegra
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Adapun arah kebijakan terkait dengan Misi ke dua ydWeivujudkan Tata Pemerintahan yang
Demokratis yang telah disesuaikan dengan sasaran dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD
adalah sebagai berikut:

MISI 2
MewujudkanTata Pemerintahan yang Demokratis
Sasaran : Strategi : Arah Kebijakan :
1. Meningkatnya kapasita{ 1. Meningkatkan tata kelolg 1. Optimalisasipotensi pendapatan daera
tata kelola pemerintahan keuangan daerah yan dan peningkatan kualitas belanja daeral|
transparansi, akuntabel, da| 2. Menyusun regulasi pengelolan keuanga
partisipatif 3. Membuat/mengembangkan sister
2. Optimalisasi aseaset keuangan daerah yang terintegrasi
pemerintah daerah 4. Peningkatan efektivitas pengelolaan ag
3. Meningkatkan kepuasa deaerah melalui pemanfaatan dg

masyarakat  atas kualital kerjasama pihaketiga.
pelayanan publik

2. Meningkatnya kapasita{ 1. Mewujudkan sinergitag 1. Perumusan regulasi sebagai acuar
pengelolaan urusar kelembagaan pemerintal pelaksanaan urusan keistimewaan
keistimewaan provinsi kabupaten kota sampj tingkat kabupaten/kota sampai dengq

dengan desa desa
2. Penguatan keistimewaal 2. Internalisasi budaya pemerintahan pag

dalam perangkat daerah pemda dan kabupaten/kota
kabupaten/kota, kecamatan

desa

3. Meningkatnya fasilitas| 1. Peningkatan kapasitas badg 1. Melakukan fasilitasi penat usahaan,
pengelolaan darl hukum  (kasultanan  daf  pemeliharaan dokumen dan pengawas
pemanfaatan tanah  kadipaten) dalam melakuka] tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tan

kasultanan, kadipaten da|  pengelolaan dan pemanfaata  desa.
tanah desa tanah kasultanan, kadipater| 2. Melakukan fasilitasi pelindungatr
desa pemanfaatan dan pelepasan tana
2. Pengembangan struktur dan po Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa

ruang pada satuan ruang strateg
Kasultanan dan Kadipaten

Program

Berikut kami sampaikan Program Pemerintah Da@Pabgram Pemda) yang merupakan program yang
menaungi program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi pertama yalkmingkatkan kualitas hidup,
kehidupan dan penghidupan masyarakat ydogrkeadilan dan berkeadaban dengan 5 sasaran
pembangunan adalah sebagai berikut:
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Misi/Tujuan/ Indikator Perangkat
Sasaran/ Kinerja Daerah
Program Pembangunan (tujuan/impact/ Penanggung
Daerah outcome) Jawab
€] 2 3)

MISI

MeningkatkarKualitas Hidup, Kehidupatan Penghidupan Masyarakgdng Berkeadiladan Berkeadaban

SASARAN
Meningkatnya Derajat Kualitas SDM

PROGRAM
Program Peningkatan Aksesibilitas (¢

. Persentase sekolah menengah dan khus

yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan (SNP);

Kualitas Pendidikan

. Harapan Lama Sekolah

. Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif

. Persentase sekolah yangelakukan

pendidikan berbasis budaya dengan
kategori maju

Sekretaris Daerah

Asisten Bidang Pemberdaya
Sumber Daya Masyarakat

PROGRAM
Program Peningkatan Usia Harapan Hi

Angka Harapan Hidup

Sekretaris Daerah

Asisten Bidang Pemberdaya
Sumber Daya Masyarakat

Program Pembangunan Sosial Masyar

PROGRAM 1.

JumlahKabupaten/Kota Layak Anak
Berkategori Nindya ke Atas

. Persentase perempuan pengambil

keputusan di lembaga eksekutif, legislati
dan yudikatif

. Total Fertility Rate

. Perkembangaunlesa/kelurahan kategori

cepat berkembang

. Angkakejahatan per 100.000 penduduk

(crime ratg

Sekretaris Daerah

Asisten Bidang Pemberdaya
Sumber Daya Masyarakat

SASARAN

MeningkatnyaDerajat EkonomiMasyarakat.

ProgramPenanggulangan Kemiskinan

PROGRAM 1.

Persentase peningkatgrenumbuhan
wirausaha baru

. Jumlah penduduk miskin (jumlah pendud

miskin (pada tahun n)

. Pengeluaran per kapita masyarakat

Sekretaris Daerah
Asisten Bidang Pemberdaya
Sumber Daya Masyarakat

SASARAN

Terpelihara damBerkembangnyaebudayaan

PROGRAM
Program PelestariaBudaya Benda dan
TakBenda

1.

Persentase peningkatan budaya benda
yang dilestarikan

2.

Persentase peningkatan budaya tak ben
yang dilestarikan

Sekretaris Daerah
Paniradya Keistimewaan

SASARAN

MeningkatnyaAktivitas Perekonomian yan@erkelanjutan

ProgramPengembangan sektor Domin
(Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)

PROGRAM 1.

Kontribusi sektor pertanian, industri
pengolahan, penyediaan akomodasi dan
makan minum serta perdagangan dalam
PDRB DIY

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sekretaris Daerah
Asisten Bidang Perekonomian d
Pembangunan
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Misi/Tujuan/ Indikator Perangkat
Sasaran/ Kinerja Daerah
Program Pembangunan (tujuan/impact/ Penanggung
Daerah outcome) Jawab
€] 2 3)

3. Jumlah desa mandiri budaya *
(desa/kampung wisata, desa/kelurahan
budaya, desa preneur, desa prima): Targ
2022 : 1 Desa mandiri budaya

PROGRAM 1.IndeksKualitas Air Sekretaris Daerah
Program Tata Kelola Lingkungan Hi¢2.Indeks Kualitas Udara Asisten Bidang Perekonomian d
dan Penanggulangan Bencana 3.Indeks Kualitas Tutupan Lahan Pembangunan

4 Indeks Resiko Bencana

PROGRAM Persentase  dukungan program pem| Sekretaris Daerah

Peningkatan  Keterpaduan  progrd terhadap keterwjudan struktur @n pola| papjradya Keistimewaan
pemanfaatan Ruang ruang

SASARAN
MenurunnyaKesenjangariEkonomiAntar Wilayah
PROGRAM 1. Persentasgeningkatan PDRB pada Sekretaris Daerah .
Program Pengembangan Pul Kabupaten yang belum maju (GK, KP, |Asisten Bidang Perekonomian d
Pertumbuhan Bantul) Pembangunan
2. Persentase penyediaan sarana dan
prasarana transportasi

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi kedua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang
Demokratis, dimana terdapatshsaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/Sasaran/ IndikatorKinerja PerangkatDaerah

Program PembangunanDaerah (tujuan/impact/outcome) PenanggungJawab
1 2 3

MISI
MewujudkanTata Pemerintahan yang Demokratis
SASARAN
Meningkatnya kapasitas tateelola pemerintahan
PROGRAM 1.Kemampian keuangan daerah Sekretaris Daerah
Program  Sinergitas Tata Kel(2. Optimalisasi aseaset pemda DIY Asisten Bidang Pemerintahan g
Pemerintah Daerah (satuanRp) Administrasi Umum

3.Nilai eksternal pelayanan publik

4 Nilai internal integritas organisasi

5.Nilai eksternal persepsi korupsi

SASARAN

Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan

PROGRAM 1. Terwujudnya penetapan kepala daerah| Sekretaris Daerah
Program Pengelolaan Kelembagaan | SesualU Keistimewaan. Paniradya Keistimewaan

Tata Cara Pengisian Kepala Daerah _
2. Terwujudnya pelaksanaan urusan

kelembagaan sesuai dengan perdais
kelembagaan

SASARAN
Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa

PROGRAM Persentase tertib administrasi  tan{ Sekretaris Daerah
kasultanan,kadipaten, dan tanah desa Paniradya Keistimewaan
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Program Fasilitasi Pengelolaan (
pemanfaatan tanah Kasultana
Kadipaten dan tanah desa

Capaian pengelolaan (persen) ditamh
capaianpemanfaatan (persen)

Indikator

Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Program Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2018 sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tal20220hdikator
capaian tersebut merupakatarget yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sebagai

berikut;

Misi/Tujuan/ Indikator Kondisi Kinerjg Capaian Kinerjg Perangkat
Sasaran/ Kinerja Awal RPJMD| Program dan Daerah
Program Pembangunan (tujuan/impact/ (Tahun 2017) Kerangka Penanggung
Daerah outcome) Pendanaan Jawab
Tahunl
(2018)
Target
@) ) @) 4) (©)
MISI
MeningkatkanKualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban
Indeks PembangunamManusial 78,38 80,29 Gubernur dan
SASARAN P .
) ) ) (IPM Wakil Gubernur
Meningkatnya Derajat Kualité
SDM Indeks Pemberdayaan Geng 69,80 69,91
(IDG)
1.Persentase sekolah menengi N/A 11,00 Sekretaris Daerah
dan khusus yang memenuhi . .
4 - Asisten Bidang
Standar Nasional Pendidikan
(SNP); Pemberdayaan
' Sumber Daya
PROGRAM 2.Harapan Lama Sekolah 15,23 15,51 Masyarakat
Program Peningkata 3.Peningkatan jumlah pemuda N/A 200
Aksesibilitas dan Kualit{ kader aktif
Pendidikan 4.Persentase sekolah yang N/A 5,96
melakukan pendidikan
berbasis budaya dengan
kategori maju
Angka Harapan Hidup 74,71 75,06 Sekretaris Daerah
PROGRAM Asisten Bidang
Program Peningkatan Us Pemberdayaan
Harapan Hidup Sumber Daya
Masyarakat
1. Jumlah Kabupaten/Kota N/A 2 Sekretaris Daerah
Layak Anak berkategori Asisten Bidang
Nindya ke atas Pemberdayaan
2. Persentase perempuan N/A 20,72 Sumber Daya
pengambil keputusan di Masyarakat
lembaga eksekutif,
PROGRAM legislatif, dan yudikatif
Program Pembangunan Soq 3 1otalFertility Rate N/A 21
Masyarakat
4. Perkembangan 24 36
desa/kelurahan kategori
cepat berkembang
5. Angka kejahatan per N/A 12,59
100.000 pendudukctime
rate)
SASARAN 1.Indeks Gini 0,4400 0,3917
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Misi/Tujuan/ Indikator Kondisi Kinerjg Capaian Kinerjs Perangkat
Sasaran/ Kinerja Awal RPIJMD| Program dan Daerah
Program Pembangunan (tujuan/impact/ (Tahun 2017) Kerangka Penanggung
Daerah outcome) Pendanaan Jawab
Tahunl
(2018)
Target
@ 2 (©)] 4 ®)
Meningkatnya derajal 2.Persentase angka kemiskinai 12,36 11,23 Gubernur dan
ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur
1. Persentase peningkatan 0,2 0,2 Sekretaris Daerah
penumbuhan wirausaha Asisten Bidang
baru Pemberdayaan
Sumber Daya
PROGRAM 2. Jumlah penduduk miskin 466.330 484.947 y
Program penanggulange ; o Masyarakat
Kemiskinan (jumlah penduduk miskin
(pada tahun n)
3. Pengeluaran per kapita 13.229 13.552
masyarakat
SASARAN Persentase peningkatan jumli 10,98 11,46 Gubernur dan
Terpelihara daf budaya benda dan tak beng Wakil Gubernur
Berkembangnya Kebudayaai Yang diapresiasi
1. Persentase peningkatan 10,23% 11,22% Sekretaris Daerah
budaya benda yang Paniradya
PROGRAM _ dilestarikan Keistimewaan
Program Pelestarian budaj ) 12.99
benda dan tak benda Persentase peningkatan N/A '
budaya tak benda yang
dilestarikan
1.Pertumbuhan Ekonomi. 5,21 5,24 Gubernur dan
2.IKLH(Indeks Kualiti Wakil Gubernur
SASARAN Lingkungan Hidup) 56,65 58,58
Meningkatnya aktivita{3. Kesesuaian Pemanfaat]
perekonomian yan| Ruang 75 76,5
berkelanjutan 4. Capaian Penataan Ruang P
Satuan  Ruang  Strateg 11,11
Keistimewaan 21,11
1. Kontribusi sektor 42,32 42,32 Sekretaris Daerah
pertanian, industri AsistenBidang
pengolahan, penyediaan Perekonomian dar|
akomodasi dan makan Pembangunan
minum serta perdagangan
dalam PDRB DIY
PROGRAM 2 Tinakat
Program Pengembangyg < Ingkat pengangguran 272 278
sektor Dominan (Pertanial terbuka (TPT) ' '
Industri Pengolahan; Jasa) —
3. Jumlah desa mandiri
budaya * (desa/kampung N/A 0
wisata, desa/kelurahan
budaya, desa preneur, def
prima): Target 2022 : 1
Desa mandiri budaya
1. Indeks Kualitas Air 29,17 34.20 Sekretaris Daerah
PROGRAM ! Asisten Bidang
Program  Tata Kelolg 2. Indeks kualitas Udara 86,39 87,06 Perekonomian dar]
Lingkungan ~ Hidup  dg3  |ndeks Kualitas Tutupan 52,84 55,50 Pembangunan
Penanggulangan Bencana Lahan
4. Indeks Resiko Bencana 165 (tinggi) 155 (tinggi)
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Misi/Tujuan/ Indikator Kondisi Kinerjg Capaian Kinerjs Perangkat
Sasaran/ Kinerja Awal RPIJMD| Program dan Daerah
Program Pembangunan (tujuan/impact/ (Tahun 2017) Kerangka Penanggung
Daerah outcome) Pendanaan Jawab
Tahunl
(2018)
Target
@) @) 3) 4) (5)
PROGRAM Peningkatar| Persentase dukungan progrg Sekretaris Daerah
Keterpaduan prograr| bemda terhadap keterwjudan N/A 74,7 Paniradya
pemanfaatan Ruang struktur dan pola ruang Keistimewaan
SASARAN Indeks Williamson 0,4662 0,4559 Gubernur dan
Menurunnya kesenjanga Wakil Gubernur
ekonomi antar wilayah
1. Persentase peningkatan 40,15 40,21 Sekretaris Daerah
PDRB pada kabupaten ya| Asisten Bidang
PROGRAM belum maju (GK, KP, Perekonomian dar|
Program Pengembangan Pu: Bantul) Pembangunan
Pertumbuhan 2. Persentase penyediaan
sarana dan prasarana N/A 61
transportasi
MISI
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis
i N/A WTP
SASARAN 1. Opini BPK V(;u;ec;m:)r dan
i i akilGubernur
Meningkainya kapasitas @, "o auntabittas
P Pemerintah (AKIP) N/A A
1. Kemampan keuangan Sedang Sedang Sekretaris Daerah
daerah Asisten Bidang
Pemerintahan dan
2. Optimalisasi aseaset N/A 9.424.672.744 - :
Administrasi Umun
PemdaDIY (satuan Rp)
PROGRAM . 3. Nilai eksternal pelayanan N/A 8,50
Program Sinergitas Tata Kel ublik
Pemerintah Daerah P
4. Nilai internal integritas 4,16 4,20
organisasi
5. Nilai eksternal persepsi 5,21 5,40
korupsi
SASARAN Persentase capaianprogram N/A N/A Gubernur dan
Meningkatnya o kapasitg urusan keistimewaan Wakil Gubernur
pengelolaan keistimewaan
1. Terwujudnya penetapan 100 100 Sekretaris Daerah
PROGRAM kepala daerah sesuai UU Paniradya
Keistimewaan. Keistimewaan
Program Pengelolag 2 Terwujudnya pelaksanaan
Kelembagaan dan Tata C{ yrusan kelembagaan sesuai N/A N/A
Pengisian Kepala Daerah dengan Perdais kelembagaz
SASARAN Bidang  tanah kasultana 5.369 7.919 Gubernur dan

Meningkatnya fasilitag
pengelolaan dan pemanfaate
tanah kasultanan, kadipate
dan tanah desa

kadipaten, dan tanah desa ya
terfasilitasi untuk dikelola sert
dimanfaatkan

Wakil Gubernur
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Misi/Tujuan/ Indikator Kondisi Kinerjg Capaian Kinerjs Perangkat
Sasaran/ Kinerja Awal RPIJMD| Program dan Daerah
Program Pembangunan (tujuan/impact/ (Tahun 2017) Kerangka Penanggung
Daerah outcome) Pendanaan Jawab
Tahunl
(2018)
Target
@) 2 3 “4) ®)
PROGRAM Persentase tertib administra 19,83% 31,57% Sekretaris Daerah
Program Fasilitasi Pengelolg tanah kasultanan kadipaten, dg Paniradya
dan Pemanfaatan Tand!@nah desa. Keistimewaan
Kasultanan, Kadipaten dq
Tanah Desa

2.3. TemaPembangunan Daerah Tahun 2019
Tema Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 ditedelkganmempertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut:

1.

2.

Internalisasi RencanBembangunan Jangka Panjang dan Jangleemengah Daerah dengan
Tema RKPD Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah IstiMegyakarta Tahun 2019 merupakan
bagian dari tahapan Lima Tahtih (201%2019) Jangka Panjang Daerah DIY Tahun-202&
Penekanan tahapan Lima Tahun IIl (Z2I89) adalaitpendayagunaan kapasitas keunggulan
daerah melalui pengerahaBDM dan fasilitagasilitas utama pendukung keunggulan daerah,
akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta pengyajaring unuk meningkatkan
daya saing keunggulan daerde

Internalisasi dari pelaksanaan RPJMD DIY 20022 yangnerupakan tahun ke2.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disbsgai penjabaran dan pewujudan
visi pembangunan jangkanenengah Daerahlstimewa Yogyakarta tahun 20ED22 yaitu
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia J(RRIMIDIY 20172022) Dari aspek
kewilayahan mengindikasikan upajzaerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperhatikan
pengembangan wilayah selatan termésuerkait dengan angkakemiskinannya dengan
mengoptimalkan potengdotensi yang adaehingga terjadinya pengurangan ketimpangan wilayah
di DIY.Harapannya potengiotensi tersebut dapat menjawab tantangamtuk memeratakan
kesejahteraan masyarakat DIY patmumnyadan kawasan selatan khususnya.

Internalisasi Tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 dengan TRKRD DIY tahun 2019
Rencana Kerja Pemerintah 2019 (RKP 2019) memiliki tEremerataan Pembangunan untuk
Pertumbuhan Berkualitas. ¢ SRencana Kerja Pematah 2019 tersebut memiliki
mainstreaming/ pengarusutamaan pada igsu terkait Revolusi Mental, Kesetaragender,
lingkungangovernance Adapun prioritas nasional yangengikuti tema tersebut antara lain:

a. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan KemaskdanPeningkatan Pelayanan Dasar.
Prioritas ini memiliki sasaran untukencapai Tingkat kemiskinan pada kisarg@ gersen; IPM
menjadi 71,98 dan gini rasio menjadi 0,36 pada tahun 2019

Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Pengkainaktivitas dan Kemaritiman.
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Inddatmi,Jasa Produktif.
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

®ooo
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Rencana Kerja Pembangunan Dadpé¥ tahun 2019 mengusung TeR@mbangunan yaitu:
Gt SYSNI GF Iy LISYOol yIdzy B¢ S 8z K dzd NIVISY dzg dzkR & F Fama |

RKPD DIY 2019 merupakan sub tema dari tema RKP 2019 demgdaii I v 1 F GF {1 dzy OA

t SYOol y3dzy | y o &asnasirialkevsebutiséaiag dddgan pendekatan tematik yang digunakan
oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019 mendatang ialah séleadai:

1. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

2. Mengatasi Ketimpangan Wilayah

3. Tindak Lanjut/Antisipasi PembamnganNew Yogyakartdnternational Airport

4. Pembiayaan Pembangunan

Dengan kebijakan yang diarahkan pemerataan pembangunan sepagsgiataan pembuka untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yabgrkeadilan, dimana pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan merupakan beberapa upaya untuk menuju p&gsejahteraan
masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut ditopaemgan asumsi kondisi regional DIY yang
dijadikan asumsi dalam RAPBLY tahun 2018 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51 persen,;

2. Tingkat Inflasi berkisar pada angka 2,57 persen;

3. Tingkat ICOR sebesar 5,34.

2.4. Kebijakan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah
2.4.1. Kebijakan Pendapatan

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum
pengelolaan pendapataiaerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan

ekstensifikasi. Pengelolaan sumismber pendapatan daerah mengacu pada ketentuarajuran

perundangundangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek
keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan

kemandirian daerah dengaemakin memperbesar peranan PAD sebhagmber pembiayaan utama
dalam struktur APBD DIY.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) DIY Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguaig@lolaan pemungutan;

2. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi

3. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perwnuempan,
terutama di luar pajak dan retribusi daerabh;

4. Meningkatkan transparansi darakuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan
memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke

bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dogan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan
pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
9. Khusus untuk Pak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
a. meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
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b. meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas eistime

pembayaran pajakpne-stop service samsatkeliling, peningkatan efektivitagrive thry

penyederhanaan system dan prosedur pembayaran pajak.

meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;

d. meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan
pelayanan pgrajakan daerah.

e. membentuk sistem pembayaran pajak meladléctronic paymen{e-paymen) dan secara
bertahap menghapuskan systgmembayaran pajak yarfgce to face

f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

o

Berdasarkan arah kebijakan umurardtarget pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2019 maka
strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, Haerdasarkarpada Peraturan Daerah,

terutama untuk membiayai layandayananyang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam

hal pembiayaarpenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwupedaturan

Daerah tersebut dibuat untuk:

a. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daedsn retribusi daerah
dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah deempermudah penerapan tingkat pelayanan
dengan beban pajatfaerah dan retribusi daerah;

b. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;

Cc. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivilatam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi dadmpht menjadi sumber

pendapatan yang bisa diandalkan. Apgngelolaan pendapatan daerah dimasa depdakiiskan

pada langkahlangkatebagai berikut:

a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggalinsemgoptimalkan sumbesumber
pendapatan yang sesuai dengkewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah

b. Meningkatkan pemarfatan asetaset daerah yang memiliki nil@konomi tinggi, dengan
sasaran meningkatnya jumlah aset daeyamg dapat dikelola secara optimal sehingga dapat
mendorongpeningkatan pendapatan asli daerah

Cc. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekaya@mabgang Dipisahkan, dengan
sasaran penguatan modal dgengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan
lembagakeuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaheasiertaan modal.

d. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaemingkatnya pelayanan
perpajakan dan retribusi daerah dengamembangun sistem dan prosedur administrasi
pelayanan yang cepatan mudah, seperti bus samsat keliliing dan sistem om@samsatan
yang telah dioperasikan saat ini. Selain itu, p@dmgembangn aplikasi STS online berbasis
accrual pada SIPKIDtuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah

e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakiemgan sasaran
meningkatnya pemahaman masyarakat dan apardenkait perpajakan sehingganimo
masyarakat untuk membaygrajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam
melakukan pemungutan pajak
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f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaemmgkatnya pengawasan
pengelolaan PAD di DIY sehingga daieetahui permasalaan sejak dini, dan melaksanakan
reward andpunishment

g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai depgediembangan perekonomian yang
diimbangi dengan peningkatdasilitasi kepada masyarakat

h. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan paasapendukundayanan pembayaran
pajak dan retribusi daerah

i. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak mefsuaiguatan database pajak,
optimalisasi penggunaan IT deonfirmasi status Wajib Pajak

2. Peningkatan Dana Perimbangalan Bagi Hasil

Adapunyang menjadi dasar adanya perubahan kebijakan peningleatggaran transfer ke daerah

dan dana desa adalah beberapa hal di bawéh

a. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentradtisali.

b. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Petakdn telahdiserahkan dari Pusat ke
Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Takt4 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah darmd@aaauntuk mendukung
implementasi Nawacita. Yaitu cita:

1) Ketiga: membangumdonesia dari pinggiran dengan memperkdatrahdaerah dan desa
dalam kerangka NKRI;

2) Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

3) Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saipashr internasional;

4) Ketujuh: kemandirian ekonomi deag menggerakkasectordomestik.

d. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sukebangan kepada desa
antara lain berupa Dana Desa dari APBEmerintah pusat juga melakukan reformulasi
kebijakan DTU untuRana Alokasi Umum. Baik jangka pende&nengah, maupun panjang.
1) Jangka Pendek

a) Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan FiskalKdpasitas Fiskal
sesuai dengan variabel yang sudah ditentukatJididlangundang Nomor 33 Tahun
2004 tentang PemerintahalDaerah.

b) Perbaikan transparangierhitungan DAU dengamempertimbangkan bobot variabel
dalam jangka menengah (tidalerubah tiap tahun).

c) Masa transisi penerapan revisi Undamgdang Nomor 33 Tahu2004. (dengan
menghilangkan AD)bobot atau peranan AD secabartahap terus dikurangi $éngga
jika perubahan Undangndang Nomor 33 Tahun 2004 disepakati untuk
menghilangkan AD makarmula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD.

2) Jangka Menengah
Revisi Undangndang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bataenulasi DAU diubah
dengan menghilagkan AD dan menerapk&onsep Celah Fiskal.

3) Jangka Panjang

a) Formula DAU berdasarkatuster. Misalnya berdasarkakepadatan penduduk untuk
Kab./Kota atau luas wilayah untlabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota.

b) Kebutuhan daerah diukur dari kebutuhail daerah yanglikaitkan dengan kinerjanya
dari estimasi menurut fungsi darakupan pelayanan.
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c¢) Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan varibel pdierdasarkan rasio agregat
(PAD + DBH Pajak) dan DBH &&ngan basis terkaitiyerageeffectiveaxes/revenue
rate).

Selain itu juga dilakukan reformulasi kebijakan DTU yang mendakop Bagi Hasil. Adapun

reformulasi yang dilakukan adalah:

a. Memperbaiki cakupan DBH melalui: (a). menghapus DBH PB&dta telah menjadi pajak
daerah dan DBH SDPerikanan karenakan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi
daerah). Dan (b)Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya sbktar
pertambangan. Perkebunan. Dan perhutanan.

b. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah pengbtexsibsarkan prinsigy origin

C. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian ppageérimaan kas daerah.

Dana Alokasi Khusus juga mengalami reformulasi. Dimana ini ditujulkalk

a. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK FisBAl&mMNon Fiks.

b. Meningkatkan anggaran DAK. Termasuk dari pengalihan anggdgkansentrasi dan tugas
pembantuan yang sudah menjddiwenangan daerah ke DAK.

Cc. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub biddragstruktur publik dan
sarana/prasarana pelayanalasarerdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah
perbatasanTertinggal. Dan kepulauan).

d. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula beogfdobwn menjadi bottom
up untuk mengakomodasi kebutuhaaerah guna memenuhi pencapaistandar pelayanan
nasional.

e. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK.

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan dana yang dialok&siada Provinsi. Kabupaten.

Dan Kota berdasarkan kriteria utama daiteria kinerja juga mengalami refornadi. Tujuan dari

DID adalamemberikan penghargaangivard) kepada daerah yang mempunkéierja baik dalam

beberapa bidang. Yaitu (i) Kesehatan Fiskal Bangelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak

Daerah dan RetribusDaerah). (ii) Pelayanan Das&ublik. Serta (iii) Perekonomian dan

kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). Reformulasi giagukan meliputi

anggaran. Dimana pagu diperbesar agar besalakasi yang diterima masisrgasing daerah lebih
signifikan sebagamstrumen fislal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaanangan
dan kesehatan fiskal daerah. Kinerja pelayanan dasar.kib@na ekonomi serta kesejahteraan
daerah. Selain itu. Reformulasi judigakukan terhadap penggunaan dana yang tidak terikat pada
fungsipendidikan saja.

Perubahan mendasar yang lain adalah adanya peningkatan AnggarenDesa. Adapun dasar

kebijakan tersebut adalah:

a. Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat deedalui peningkatkan
pelayanan publik desa dan peningkatparekonomian masyarakat desa serta mengatasi
kesenjangampembangunan nasional.

b. Undangundang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 72 ayat (2)Rkamelasannya: Besaran alokasi
anggaran yang peruntukanniaengsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan
diluar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pasal 30 A ayBe(igalokasian anggaran Dana
Desa dalam APBN dilakukan sedsgetahap. Yang dilaksanakan sebagai berikut:
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1) Tahun Anggaran 2015 paling seddebesar 3% (tiga per seratwdgri anggaran Transfer
ke Daerah;

2) Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enasep&us) dari anggaran Transfer
ke Daerah; dan

3) Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepulidenadéns) dari anggaran
Transfer ke Daerah.

3. Peningkatan Laifain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Datnmadwa Yogyakarta mengalami
peningkatan yang sangat signifikdalam jangka waktu 20142015 dengan tingkat pertumbuhan
rata-rata sebesar 166.7 persen per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh adaaya
Keistimewaan yang berlaku sejak tahun 2013 sesuai deagemat UndandJndang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewadaerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah éstian
Yogyakarta mendapatkan Dana Keistimewaan untuk dialokasikan pada empaisan
keistimewaan yakni Kelembagaan. Kebudayaan. PertanahaatanRuang. Selama tiga tahun
pelaksanaan. Dana Keistimewaarengalami kenaikan signifikan dengan tingkat pertunduh
rata-rata sebesar 86 persen per tahun.
Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah.[xaneat. DBH Pajak dari Provinsi
dan Pemda Lainnya. Dana Penyesuaan Otsus. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda
Lainnya. SerthainLain. Untik DIY selama 206816 hanya ada 2 sumber yatggmasuk dalam
kelompok ini. Yaitu Hibah dan Dana Penyesuaian@@us. Persentase Dana Penyesuaian dan
Otsus terhadap LaibainPendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2009 hanya sebesar 40 persen.
Namun sej tahun 2012 secara signifikan. Raa@a menjadi sekitar 98ersen.

2.4.2. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepamikaney follow program priorityang
akan memprioritaskan program/kegiatavajib/mengikat (gaji pegawai, aminum, listrik, air bersih,
dsb.) kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, penindiahtas lingkungan hidup
dan mitigasi bencana, peningkatan kualitafastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan
kemiskinan, dapenurunan kémpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangudeamahkan untuk
belanja pendukung yang secara spesifik diberdetratas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan
mengedepankan lokus dan focus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan
investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu
wilayah, sehingga hal tersebut akamempengaruhi tematik pembangan kewilayahan khususnya

pada masingnasing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN,
kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep
pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBIahun 2019 masih mengacu padarmendagri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan adagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas
kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:
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1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaamprogram dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

a.

Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya
yang diatur dalam peraturan perundagdangan.

Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman PemerDgiah kepada
Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan
pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan
pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.

Belanja Hibah digunakan wk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertical (seperti
untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi
semi pemerintah (sepertPMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan
dalam APBD. Pemberian hibdarus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan
kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu
penyelenggaraan urusan wajib dan tugagas pemerintahan daerah lainnya dalam
meningkatkan kesejahteraan dan pelayananum kepada masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang
dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahniyzathsi.

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yangidikas
dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan
keuangan yang bersifat umum diblean dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan
bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam
rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan
sesuai urusan yang menjadi kewenangamprintah daerah. Pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang terkait.

Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun
anggaran sebelumnya dan perkiraan kémiekegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi,
diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat,
yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung
Belanja Langmg merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahaaerah.
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b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang
dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
C. Belanja modal merupakan pgeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan
pemerintahan.
d. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara tetirkasarkan skala prioritas
dan kebutulan. Selain itu pengelolaabelanja harus diadministrasikan sesuai dengan
perundangundangaryang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:
1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkik dapat meningkatkan
pelayanan pada masyarakat dan haragaftanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudéangan
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparataerah, terutamayang
berhubungan langsung dengan kepentingaasyarakat.

2) Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegidtagiatan di bidang
pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayaénciptaan lapangan kerja, peningkatan
infrastruktur gunamendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta
diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjut@aematik
pembangunan tahun 2019 terdiri dari penanggulangamiskinan, ketimpangan wilayah,
pembiayaan pembangunan dg@embangunan bandaraYA.

3) Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan tgrgea setiap indikator
kinerja yang meliputi masukan, keluaran desil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4) Optimalisasi belanja langsung
Belanja langsug diupayakan untuk mendukung tercapainya tujggmbangunan secara
efisien dan efektif. Belanja langsung disusatas dasar kebutuhan nyata masyarakat,
sesuai strategipembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang lebih baikOptimalisasi belanja langsung untukembangunan
infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasamdangan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai
ketentuan yang berlaku.

5) Transparansi dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan diipertanggungjawabkarsesuai dengan
ketentuan yang berlakuDipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak
mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belarfpelaporan dan
pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspkministrasi keuangan, tetapi
menyangkut pla proses, keluaran ddrasil.

2.4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyus\®RD dimungkinkan adanya
defisit maupun surplus. Defisit terjalletika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja,
sedangkarsurplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Unéautup defisit
dan surplus diperlukan pembiayaan daerdembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang
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dimaksudkan untuknenutup selisih antara pendapatan daerah dan bgladaerahDalamhal terjadi
defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal darLsisid perhitungan anggaran tahun lalu,
penerimaan pinjaman obligasiansfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang
dipisahkan. Sedangkan pengatan dalam pembiayaan itu sendiri adakatgsuran hutang, bantuan
modal dan transfer ke dana cadangarah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada
upayamembangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiajapek investasi tersebut
diginakan untuk membiayai Badan Usaha Milikerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta
berorientasi pada profit.Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus
memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberkaniribusi terhadap pndapatan
pembangunan daerah.
1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan omgnganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik psalaun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahuntahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), PencairanCadaagan, Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang DipisahKa@nerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian
PinjamanpPenerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Daetah.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan metdtanggarkan setiap
pengeluaran yang akan diterima kembali, bpéilda tahun anggan yang bersangkutan maupun
pada tahurtahunberikutnya.Pengeluaran Pembiayaaerdiri dari Pembentukan Dar@adangan,
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Rdiemlg dan Pemberian
Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayamggaranrahun Anggaran Berjalan (SiLPA).
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3.1

BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANSAERRINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 21

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuarigamerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Angd@eadapatan dan
Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran PendapataRemerintah Daerah Daerah ilreewa Yogyakarta pada Tahun
2019 sebesarRb.713.924.265.502,7ang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
RR2.015.621.583.744,7Pendapatan Transfer sebeda[3.689.782.581.758,08an LaiAain
Pendapatan Daerah yang sah sebeR@8.520.100.000,00Sedangkan realisasi pendapatan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahum9 Zfdalah sebesar
R5.699.357.232.440,50yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar
RR2.082.795.334.434,5(Realisasi Pendapatan Transfer sebes&.698.013.435.006,00an
Realisasi Lailain Pendapatan Daerah yaBGgh sebesar Rp548.463.000,00.

AnggaranBelanjadan TransfelPemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada
Tahun 209 sebesarRpb.978.131.574.404,6%ang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar
R3.825.401.501.504,4Belanja Modal sebes&l.119.929.210.575,0Belanja Tak Terduga
sebesaRp.319.672.244,0dan Transfer sebes&pl.028.481.190.081,20

Sedangkan Realisasi Belarmjan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta sebesar Rp44650.430.30,02 terdiri dari: Belanja Operasi sebesar
R3.488.668.163.097 ,4@elanja Modal sebesar Rf35.203.185.484,8Belanja Tak Terduga
sebesar Rp0,00 dan Transfer sebesdr.830.779.081.747,71

Dengan demikian terjadi Surplus sebeBq54.706.802.11M8sedangkanPembiayaan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penerimaan
sebesar R74.458.156.884,94dan pengeluaran sebesaRr208.597.000.000,00 sehingga
Pembiayaan netto sebesaR[®265.861.156.884,94Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan sebesdRpi20567.958.9942 secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 dapat dilihat patuiel berikut:

Tabel 3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAREMERINTAHAN DAERA}

Anggaran Realisasi Berlebih/ (berkurang

Perubahan (Rp) (Rp) (Rp) (%)

URUSAN KONKUREN WAJIB

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

PENDAPATAN DISDIKPORA 4.172.172.275,00 5.105.401.742,00 933.229.467,00 122,37 %
Pendapatan Asli Daerah 4.172.172.275,00 5.105.401.742,00 933.229.467,00 122,37 %
Hasil Retribusi Daerah 1.245.000.000,00 1.637.082.000,00 392.082.000,00 13149 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Y&ah 2.927.172.275,00 3.468.319.742,00 541.147.467,00 118,49 %
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BALABKES

BELANJA DISDIKPORA 1.377.200.694.422,0  1.272.820.910.035,04 (104.379.784.387,00 92,42 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 781.006.363.973,04 729.047.120.074,0  (51.959.243.899,00 93,35 %
Belanja Pegawai 781.006.363.973,04 729.047.120.074,0  (51.959.243.899,00 93,35 %
BELANJA LANGSUNG 596.194.330.449,04 543.773.789.961,00  (52.420.540.488,00 91,21 %
Program Administragterkantoran 13.153.715.700,0d 11.274.077.057,00 (1.879.638.643,00 85,71 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran: 6.469.485.900,00 5.995.803.708,00 (473.682.192,00 92,68 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Siste]

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 1.376.529.000,00 1.142.060.000,00 (234.469.000,00 82,97 %
Keuangan

Program Pendidikan Menengah 442.387.974.187,00 410.320.117.768,00 (32.067.856.419,00 92,751 %
Program Layanan Pendidikkhusus 25.227.791.300,04 23.445.540.984,00 (1.782.250.316,00 92,94 %
Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan 10.203.913.462,00 7.580.778.221,00 (2.623.135.241,00 7429 %
Pendidikan Teknik

Program Peningkatan Mutu Pendidikan 14.047.891.000,00 12.515.582.196,00 (1.532.308.804,00 89,09 %
Program Pendidikan Berbasis Teknologi 4.113.655.500,00 3.899.545.950,00 (214.109.550,00 94,80 %
Informasi dan Komunikasi (TIK)

Program Pembinaan Pendidik daenaga 52.036.210.400,04 46.570.869.854,00  (5.465.340.546,00 89,50 %
Kependidikan

g;"n%?m Layanan Pendidikan Menengah 1.263.069.000,00 1.150.092.500,00 (112.976.500,00 91,06 %
glrgglr;r'n Layanan Pendidikan Menengah 1.218.045.000,00 915.488.589,00 (302.556.411,00 75,16 %
gggg’"m Layanan Pendidikan Menengah Ku 1.376.160.000,04 1.271.259.800,00 (104.900.200,00 9238 %
Program Layanan Pendidikan Menengah 1.214.725.000,04 876.699.700,00 (338.025.300,00 7217 %
Gunung Kidul

Program Layanan Pendidikan Menengah Ko| 1.443.234.000,00 1.299.383.600,00 (143.850.400,00 90,03 %
Program Pembinaan Kepemudaan 9.124.421.000,00 8.699.534.674,00 (424.886.326,00 95,341 %
Program Pembinaan Olahraga 11.537.510.000,04 6.816.955.360,00 (4.720.554.640,00 59,00 %
URUSAN KONKUREN WAJIB

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

PENDAPATAN DINASSEHATAN 37.697.800.000,00 40.391.634.056,22 2.693.834.056,22) 107,15 %
Pendapatan Asli Daerah 37.697.800.000,00 40.391.634.056,22 2.693.834.056,22) 107,15 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 37.697.800.000,04 40.391.634.056,22 2.693.834.056,22 107,15 %
BELANJA DINAS KESEHATAN 187.957.215.609,84 153.068.648.116,00  (34.888.567.493,8/ 81,44 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.302.839.243,0() 41.704.050.246,00) (1.598.788.997,00 96,31 %
BelanjaPegawai 43.302.839.243,04 41.704.050.246,00 (1.598.788.997,00 96,31 %
BELANJA LANGSUNG 144.654.376.366,84 111.364.597.870,0  (33.289.778.496,84 76,99 %
Program Administrasi Perkantoran 2.116.126.500,00 1.651.993.827,00 (464.132.673,00 78,07 1 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 817.293.050,00) 572.005.746,00 (245.287.304,00 69,99 %
Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Da 52.960.000,00 49.206.950,00 (3.753.050,00) 92,91 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 407.147.000,00 385.084.750,00) (22.062.250,00)| 94,58 1 %
Keuangan

Program Pelayanan Kesehatan 3.601.123.440,00 3.195.555.800,00 (405.567.640,00 88,74 %
Program Pencegahan dan Pengendalian 3.157.232.600,00 2.838.323.604,00 (318.908.996,00 89,90 %
Penyakit

Program Kesehatan Masyarakat 4.280.023.650,00 3.973.949.090,00 (306.074.560,00 92,851 %
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD 11.502.800.208,0d 10.058.140.074,00 (1.444.660.134,00 87,44 %
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Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD

Aparatur

(= 0,

GRHASIA 32.317.948.662,54 21.743.182.892,00 (10.574.765.770,55 67,28 %
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD o
PARU RESPIRA 22.890.475.897,00 16.559.702.144,00 (6.330.773.753,00 72,34 %
Program Pengembangan Sumber Daya

744.752.000,00) 696.096.481,00 (48.655.519,00) 93,471 %
Kesehatan
ProgramPelayanan Pelatihan Kesehatan Pa o
BLUD BAPELKES 20.765.309.256,04 16.973.295.897,00 (3.792.013.359,00 81,74 %
Program Pelayanan Pada BLUD d 0
BAPELJAMKESSOS 42.001.184.103,29 32.668.060.615,0(0 (9.333.123.488,29 77,78 %
URUSAN KONKUREN WAJIB
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PENDAPATAN DINAS PESDM 5.343.978.630,00 6.764.586.695,00 1.420.608.065,00 126,58 %
Pendapatan Asli Daerah 5.343.978.630,00 6.764.586.695,00 1.420.608.065,00 126,58 1 %
Hasil Retribusi Daerah 875.124.630,00) 1.038.563.700,00 163.439.070,00 118,68 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 4.468.854.000,00 5.726.022.995,00 1.257.168.995,00 128,13 %
BELANJA DINAS RPEBDM 425.841.667.543,00 348.234.671.608,64 (77.606.995.934,32 81,78 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.816.849.206,00 17.079.415.209,00 (737.433.997,00) 95,861 %
Belanja Pegawai 17.816.849.206,00 17.079.415.209,00 (737.433.997,00 95,86 %
BELANJA LANGSUNG 408.024.818.337,00 331.155.256.399,64 (76.869.561.937,32 81,161 %
Program Administrasi Perkantoran 15.146.538.400,00 12.454.335.930,00 (2.692.202.470,00 82,23 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 7.883.535.150,00 7.352.213.907,00 (531.321.243,00 93,26 %
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistel
Pelaporan Capaian Kinerja daalaporan 976.844.000,00] 971.540.300,00) (5.303.700,00) 99,46 1 %
Keuangan
Program Penyelenggaraan Jalan 146.376.509.025,0d 125.277.409.850,00 (21.099.099.175,00 85,59 %
Program Pelayanan Jasa Pengujian dan 3.748.580.000,00 2282557.097,00  (1.466.022.903,00 60,89 %
Pembinaan Jadéonstruksi
Program Pengelolaan dan Pengembangan 23.270.373.700,04 20.010.152.722,6  (3.260.220.977,32 8599 %
Sarana Prasarana Sanitasi
Program Pengelolaan d&tengembangan 11.716.560.500,00 10.141.712.905,04  (1.574.847.595,00 86,56 %
Sistem Penyediaan Air Minum
g;?(%ram Pengelolaan dan Pengembangan / 28.205.994.500,04 17.788.296.734,04  (10.417.697.766,00 63,07 %
ProgramPengembangan dan Pengelolaan 21.641.291.969,04 19.341.946.028,04 (2.299.345.941,00 89,38 %
Sistem lrigasi
Program Penyelenggaraan Perumahan 69.930.728.160,00 53.700.840.870,00 (16.229.887.290,00 76,79 1 %
Program Penyelenggara®sU Kawasan 54.298.850.000,00 42.924.110.134,01 (11.374.739.866,00 79,05 %
Program Penyelenggaraan Energi dan 12.620.051.433,04 7.487.799.064,00) (5.132.252.369,00 59,33 %
Ketenagalistrikkan
Program Pengelolaan Air Tanah daeologi 9.105.620.000,00 8.592.943.344,00 (512.676.656,00 94,37 1 %
Program Pengelolaan Pertambangan 3.103.341.500,00 2.829.397.514,00 (273.943.986,00 91,17 %
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
BELANJA 522.898.892.062,00 516.796.766.512,83 (6.102.125.549,17 98,831 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.942.018.396,00 2.833.908.277,00 (108.110.119,00), 96,331 %
Belanja Pegawai 2.942.018.396,00 2.833.908.277,00 (108.110.119,00 96,33 %
BELANJA LANGSUNG 519.956.873.666,00 513.962.858.235,83 (5.994.015.430,17 98,85 %
Program Administrasi Perkantoran 1.455.480.280,00 1.220.538.839,00 (234.941.441,00 83,861 %
Program Peningkatan Sarana damsarana 1.170.890.000,00 915.400.553,00 (255.489.447,00 78,18 %
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Program Peningkatan Pengembangan Siste]

Masyarakat

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 231.712.000,00 224.019.625,00 (7.692.375,00) 96,681 %
Keuangan

;Lofr:gmpengat”ra” dan Pembinaan Tata 850.554.500,00) 775.614.445,00 (74.940.055,00) 91,19 %
;LOagr:gm Pelaksanaan dan Pengawasan Tat 1.856.497.700,00 1.715.481.101,00 (141.016.599,00 92,40 %
Program Tertib AdministraBlertanahan 249.203.500,00] 239.671.100,00) (9.532.400,00) 96,17 . %
Program Pengelolaan Tanah Kasultanan day 15.240.451.450,04 14.480.080.999,04 (760.370.451,00 95,01 %
Tanah Kadipaten

Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan d 3.440.625.900,00 3.315.497.350,00 (125.128.550,00 96,36 %
TanahKadipaten

Program Sarana dan Prasarana Keistimeway 300.000.000,00) 283.000.000,00 (17.000.000,00) 94,33 %
Urusan Pertanahan

Program Perencanaan Tata Ruang Satuan 6.276.735.650,00 5.903.975.705,00 (372.759.945,00 94,06 %
RuangStrategis Kasultanan dan Kadipaten

Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang 445 1 48 765 086,04 483.318.340.790,8  (3.829.924.295,17 9921 %
Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.251.207.600,04 1.133.137.728,00 (118.069.872,00 90,56 %
Satuan Ruang Strategis

Program Sarana dan Prasarana Keistimeway 485.250.000,00) 438.100.000,00 (47.150.000,00) 90,28 %
Urusan Tata Ruang

URUSAN KONKUREN WAJIB

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIH

BELANJA 11.381.950.614,00 10.709.403.207,00 (847.967.617,00) 94,09 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.510.333.014,00 3.342.327.350,00) (168.005.664,00) 9521 %
Belanja Pegawai 3.510.333.014,00 3.342.327.350,00 (168.005.664,00 9521 %
BELANJA LANGSUNG 7.871.617.600,00) 7.367.075.857,00) (679.961.953,00) 9359 %
Program Administrasi Perkantoran 1.412.283.000,00 1.311.656.428,00 (100.626.572,00 92,87 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 797.961.000,00) 691.620.429,00 (106.340.571,00 86,67 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 374.672.000,00] 354.120.460,00) (20.551.540,00), 94,51 %
Keuangan

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.117.198.600,00 993.827.350,00 (123.371.250,00 88,96 %
Program Pembinaan Ideologi dan 3.337.977.000,00 3.217.378.600,00 (120.598.400,00 96,39 %
Kewaspadaan Nasional

Program Peningkatan Ketahanan Sosial 831.526.000,00) 798.472.590,00 (33.053.410,00) 96,02 %
Budaya dan Ekonomi

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BELANJA 18.368.742.773,00 17.575.183.677,00 (793.559.096,00) 95,68 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.573.804.373,00) 7.297.168.501,00) (276.635.872,00) 96,35 %
Belanja Pegawai 7.573.804.373,00 7.297.168.501,00 (276.635.872,00 96,35 %
BELANJA LANGSUNG 10.794.938.400,00 10.278.015.176,00 (516.923.224,00) 9521 %
Program Administrasi Perkantoran 1.170.588.000,00 1.093.707.168,00 (76.880.832,00)| 93,43 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 1.621.307.000,04 1.566.877.736,00 (54.429.264,00) 96,64 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaiakinerja dan Pelaporan 336.208.900,00] 292.080.250,00) (44.128.650,00)| 86,87 1 %
Keuangan

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum da 1.255.547.500,00 1.136.506.816,00 (119.040.684,00 90,52 %
Ketentraman Masyarakat

Program PeningkataRerlindungan 4.119.538.000,00 4.022.637.026,00 (96.900.974,00) 97,65 %
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Program Pembinaan dan Pelaksanaan

0,
Penbgakkan Perda dan Perkada 2.291.749.000,00 2.166.206.180,00 (125.542.820,00 9452 %
BADANPENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
BELANJA 92.572.899.632,00 78.121.366.874,00  (14.451.532.758,00 84,39 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.253.988.182,00) 3.148.984.324,00) (105.003.858,00) 96,77 %
Belanja Pegawai 3.253.988.182,00 3.148.984.324,00 (105.003.858,00 96,77 %
BELANJA LANGSUNG 89.318.911.450,00 74.972.382.550,00  (14.346.528.900,00 83,94 %
Program Administrasi Perkantoran 1.966.869.980,00 1.759.324.021,00 (207.545.959,00 89,45 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarang 1.351.864.000,00 1.305.429.150,00 (46.434.850,00) 96,57 %
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Siste]
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 208.384.000,00] 202.383.100,00) (6.000.900,00) 97,12 %
Keuangan
E;‘?}iﬁ‘g Pencegahan dan Kesiapsiagaan 6.636.573.800,00 6.366.273.703,00 (270.300.097,00 9593 %
Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logi 8.390.397.870,00 6.441.457.900,00 (1.948.939.970,00 76,77 %
Bencana
gre‘;%fg Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasc 70.764.821.800,04 58.897.514.676,00  (11.867.307.124,00 8323 %
URUSAN KONKUREN WAJIB
SOSIAL
DINAS SOSIAL
PENDAPATAN DINAS SOSIAL 723.000.000,00 723.000.000,00 0,00 100 %
Pendapatan Asli Daerah 723.000.000,00 723.000.000,00 0,00 100 | %
Retribusi Daerah 720.000.000,00) 720.000.000,00 0,00 100 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100
BELANJA DINAS SOSIAL 63.300.651.041,80) 50.261.572.786,000  (4.039.078.255,80 93,62 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.920.100.363,00 15.276.266.844,00 (643.833.519,00) 9596 %
Belanja Pegawai 15.920.100.363,04 15.276.266.844,04 (643.833.519,00 9596 %
BELANJA LANGSUNG 47.380.550.678,8() 43.985.305.942,000  (3.395.244.736,80 92,83 %
Program Administrasi Perkantoran 19.954.174.433,8( 17.893.102.485,00 (2.061.071.948,80 89,67 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 3.103.186.495,00 2.933.802.495,00 (169.384.000,00 9454 %
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberday 16.194.000,00 16.059.000,00 (135.000,00) 99,17 %
Aparatur
Program peningkatan pengembangan sisten
pelaporan capaian kinerja dan pelaporan 152.998.000,00) 120.388.000,00 (32.610.000,00)| 78,69 %
keuangan
Program Rehabilitasi Sosial 4.944.858.000,00 4.438.004.140,00) (506.853.860,00 89,75 %
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.635.616.000,00 1.560.217.703,00 (75.398.297,00), 95,39 %
Program Perlindungan dan Rehabilitasi 1.237.519.000,00 1.226.665.450,00 (10.853.550,00) 99,12 %
Penyandang Disabilitas
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosi 1.445.990.000,04 1.371.810.048,00 (74.179.952,00) 94.87 %
Perempuan Penyandang Masalah Sosial
Program Perlindungan dan Rehabilitasi
Gelandangan, PengemBemulung dan Eks 2.005.826.200,00 1.837.680.217,00 (168.145.983,00 91,62 %
Psikotik
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Rem 727.655.800,00 722.646.000,00) (5.009.800,00) 99,31 %
Penyandang Masalah Sosial
ProgramPerlindungan dan Rehabilitasi Anak 1.095.959.000,00 1.031.620.957,00 (64.338.043,00) 94,13 %
Penyandang Masalah Sosial
Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantal 613.627.000,00] 612.378.400,00) (1.248.600,00) 99,80 %
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ProgramPengembangan Potensi Sumber

Penduduk

Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai 5.557.207.750,00 5.377.459.997,00 (179.747.753,00 96,77 1 %
nilai Kepahlawanan

Program Penanganan Fakir Miskin 4.889.739.000,00 4.843.471.050,00 (46.267.950,00), 99,05 %
URUSAN KONKUREN WAJIB

TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR

PENDAPATAN 2.113.944.000,00) 2.835.118.500,00) 721.174.500,00 134,12 %
Pendapatan Asli Daerah 2.113.944.000,00 2.835.118.500,00 721.174.500,00 134,12 %
Retribusi Daerah 1.376.744.000,00 1.809.262.000,00) 432.518.000,00 131,42 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 737.200.000,00] 1.025.856.500,00 288.656.500,00) 139,16 %
BELANJA DISNAKERTRANS 37.816.155.997,00 35.881.196.303,00) (1.934.959.694,00 94,88 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.573.968.185,00) 13.069.511.453,00) (504.456.732,00) 96,28 %
Belanja Pegawai 13.573.968.185,04 13.069.511.453,04 (504.456.732,00 96,28 %
BELANJA LANGSUNG 24.242.187.812,00 22.811.684.850,00 (1.430.502.962,00 94,10 1 %
Program Administrasi Perkantoran 3.359.081.662,00 3.058.888.028,00 (300.193.634,00 91,06 %
i;‘;%g’t‘g; Peningkatan Sarana dan Prasaran: 3.020.531.450,00 2.893.811.600,00 (126.719.850,00 95,80 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Da 301.467.000,00 292.242.170,00) (9.224.830,00) 96,94 %
Aparatur

ProgramPeningkatan Pengembangan Sisten

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 589.105.200,00] 544.537.180,00) (44.568.020,00)| 92,43 %
Keuangan

Program Peningkatan Kualitas dan 8.063.994.000,00 7.558.449.162,00) (505.544.838,00 9373 %
Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pengawasan dan Perlindungan 1.128.790.000,04 1.102.266.900,00 (26.523.100,00) 97,65 %
Ketenagakerjaan

Program Pembinaan Hubungan Industrial dg 812.136.000,00) 804.986.800,00) (7.149.200,00) 99,12 %
Jaminan Sosial

Program Pembinaan Pelatihan Stadarisasi d 1.781.305.000,00 1.735.530.550,00 (45.774.450,00) 97,43 %
Pemagangan

Program Penempatan Perluasan Kesempatg 4.187.696.500,00 3.858.782.600,00 (328.913.900,00 92,15 %
Kerja dan Transmigrasi

Program Pengujian Lingkungan Kerja dan 998.081.000,00) 962.189.860,00 (35.891.140,00) 96,40 %
Kesehatan Kerja

URUSAN KONKUREN WAJIB

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DA

PENGENDALIAN PENDUDUK

BELANJA 12.772.504.753,00 11.880.800.554,00) (891.704.199,00) 93,02 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.204.096.559,00 3.097.025.478,00 (107.071.081,00) 96,66 1 %
Belanja Pegawai 3.204.096.559,00 3.097.025.478,00 (107.071.081,00 96,66 1 %
BELANJA LANGSUNG 9.568.408.194,00) 8.783.775.076,00) (784.633.118,00) 91,80 %
Program Administrasi Perkantoran 1.396.259.014,00 1.313.156.449,00 (83.102.565,00)| 94,05 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 842.068.980,00) 837.334.948,00 (4.734.032,00) 99,44 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaian Kinegan Pelaporan 256.926.500,00 243.960.944,00) (12.965.556,00)| 94,95 %
Keuangan

Program Kesetaraan Gender dan 3.642.557.250,00 3.233.141.006,00 (409.416.244,00 88,76 %
Pemberdayaan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dan Anal 872.650.950,00] 773.818.373,00) (98.832.577,00)| 88,67 %
Program Pengendalian Pertumbuhan 768.573.500,00) 697.742.350,00 (70.831.150,00) 90,78 %
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Aparatur

Program Peningkatan Kualitas Keluarga 1.789.372.000,00 1.684.621.006,00 (104.750.994,00 94,15 %
URUSAN KONKUREN WAJIB

LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN

PENDAPATAN 17.607.172.662,00 18.536.311.883,09 929.139.221,08 105,28 %
PendapatanAsli Daerah 17.607.172.662,00 18.536.311.883,09 929.139.221,08 105,28 %
Retribusi Daerah 15.487.088.537,04 16.008.978.633,04 521.890.096,08 103,37 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.120.084.125,00 2.527.333.250,00 407.249.125,00 119,21 %
BELANJA DLHK 71.158.490.830,00 57.042.253.228,00  (14.116.237.602,00 80,16 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.426.406.970,00 20.627.321.201,00 (799.085.769,00) 96,27 %
Belanja Pegawai 21.426.406.970,00 20.627.321.201,00 (799.085.769,00 96,27 %
BELANJA LANGSUNG 49.732.083.860,0( 36.414.932.027,00  (13.317.151.833,00 73,22 %
Program Administrasi Perkantoran 5.267.044.120,00 4.639.520.168,00 (627.523.952,00 88,09 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 4.052.801.500,00 3.229.303.256,00 (823.498.244,00 79,68 %
Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberday 26.364.000,00 26.344.000,00 (20.000,00) 99,92 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Siste]

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 532.773.700,00] 319.257.000,00) (213.516.700,00 59,92 %
Keuangan

Program Pengendalian Pencemaran dan 2.213.360.600,00 2.031.866.900,00 (181.493.700,00 91,80 %
Kerusakan Lingkungan

mgg;am Pengkajian dan Penataan Lingkung 1.585.290.200,04 1.156.241.060,00 (429.049.140,00 72,94 %
Program Pengembangan Kapasitas Lingkun

Hidup 2.546.713.870,00 2.112.417.841,00 (434.296.029,00 82,95 %
Program Pegelolaan Tutupan Vegetasi dan 13.282.964.170,00 4.147.584.958,00  (9.135.379.212,00 3122 %
Konservasi Sumber Daya Alam

Program Pengelolaan Persampahan Region 8.736.996.000,00 8.395.964.760,00 (341.031.240,00 96,10 %
Program Perencanaan dan Bina Usaha 751.573.000,00) 704.239.720,00 (47.333.280,00) 93,70 %
Kehutanan

Program Pengelolaan Hutan Produksi dan 8.600.780.200,00 7.770.444.964,00 (830.335.236,00 90,35 %
Hutan Lindung

Program Pengelolaan Hutan Konversi 1.573.274.500,00 1.332.739.400,00 (240.535.100,00 84,71 %
Program Pengembangan Pembibitan 562.148.000,00) 549.008.000,00 (13.140.000,00) 97,66 %
Kehutanan

URUSAN KONKUREN WAJIB

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

PENDAPATAN DINAS PERHUBUNGAN 2.142.059.000,00) 2.307.568.600,00) 165.509.600,00 107,73 %
Pendapatan Asli Daerah 2.142.059.000,00) 2.307.568.600,00) 165.509.600,00 107,73 %
Hasil Retribusi Daerah 1.511.988.000,00 1.618.707.000,00 106.719.000,00 107,06 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 630.071.000,00] 688.861.600,00) 58.790.600,00 109,33 %
BELANJA 37.934.053.616,00 34.599.872.064,00  (3.334.181.552,00 91,21 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.738.129.446,00 7.430.797.886,00 (307.331.560,00) 96,03 %
Belanja Pegawai 7.738.129.446,00 7.430.797.886,00 (307.331.560,00 96,03 %
BELANJA LANGSUNG 30.195.924.170,00 27.169.074.178,00  (3.026.849.992,00 89,98 %
Program Admnistrasi Perkantoran 4.327.668.640,00 3.794.154.438,00 (533.514.202,00 87,67 %
Program Peningkatan Sarana damsarana 1.197.910.000,00 1.163.145.490,00 (34.764.510,00) 97,10 %
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Program Peningkatan Pengembangan Siste]

WirausahaBaru

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 627.800.000,00] 620.767.852,00) (7.032.148,00) 98,881 %
Keuangan
ProgramPeningkatan Pelayanan Angkutan 4.502.353.510,00 4.151.615.876,00 (350.737.634,00 92,21 %
Program Pengembangan Keselamatan 14.191.077.940,04 12.388.421.352,04 (1.802.656.588,00 87,30 %
Transportasi
Program Pengembangafianajemen dan 3.564.580.000,00 3.436.714.710,00 (127.865.290,00 96,41 %
Rekayasa Lalu Lintas
Program Pengembangan dan Pengelolaan 1.784.534.080,00 1.614.254.460,00 (170.279.620,00 90,46 %
Simpul Transportasi dan Perparkiran
URUSAN KONKUREN WAJIB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
0
PENDAPATAN DINAS KOMINFO 2.800.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 171,43 %
0,
Pendapatan AslDaerah 2.800.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 171,43 %
L . 0
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.800.000,00 4.800.000,00 2.000.000,00 171,43 %
BELANJA 22.818.715.139,00 21.563.930.125,00 (1.254.785.014,00 94501 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.635.430.521,00 3.528.060.016,00 (107.370.505,00) 97,05 %
Belanja Pegawai 3.635.430.521,00 3.528.060.016,00 (107.370.505,00 97,05 %
BELANJAANGSUNG 19.183.284.618,00 18.035.870.109,00 (1.147.414.509,00 94,021 %
Program Administrasi Perkantoran 1.636.201.878,00 1.393.603.643,00 (242.598.235,00 85,17 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 1.151.409.000,00 942.809.567,00 (208.599.433,00 81,88 %
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistel
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 332.803.000,00] 326.300.110,00) (6.502.890,00) 98,05 %
Keuangan
Program Informasi dal{omunikasi Publik 3.689.860.360,00 3.405.640.250,00 (284.220.110,00 92,30 %
Program Layanan Teknologi Informasi 7.471.532.000,00 7.323.345.150,00 (148.186.850,00 98,02 %
Program Pengembangan Aplikasi Informatik 4.901.478.380,00 4.644.171.389,00 (257.306.991,00 9475 %
dan Persandian
URUSAN KONKUREN WAJIB
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PENDAPATAN DINAS KOPERASI DAN UK]| 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 %
Pendapatan Asli Daerah 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 %
BELANJA 17.549.757.832,00 16.662.266.097,00 (887.491.735,00) 94,94 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.876.494.624,00 2.786.488.116,00 (90.006.508,00) 96,87 1 %
Belanja Pegawai 2.876.494.624,00 2.786.488.116,00 (90.006.508,00)| 96,87 1 %
BELANJA LANGSUNG 14.673.263.208,00 13.875.777.981,00 (797.485.227,00) 94,57 1 %
Program Administrasi Perkantoran 1.035.598.188,00 968.573.900,00) (67.024.288,00)| 93,53 %
Z;‘;ﬂ;"’t‘{ﬂ PeningkataBarana dan Prasarana 3.281.223.000,00 3.093.109.995,00 (188.113.005,00 9427 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistel
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 206.131.220,00] 194.308.226,00 (11.822.994,00)| 94,26 1 %
Keuangan
Program Pengembangan UKM 4.857.372.940,00 4.622.797.704,00 (234.575.236,00 95,171 %
Program Peningkatan Akses Pembiayaan 428.979.440,00 392.336.388,00) (36.643.052,00)| 91,46 : %
Program Penumbuhan dan Pengembangan 1.487.438.760,00 1.362.741.000,00 (124.697.760,00 91,62 %
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Urusan Kebudayaan

Program Pengembangan Perkoperasian 3.376.519.660,00 3.241.910.768,00 (134.608.892,00 96,01 %
URUSAN KONKUREN WAJIB

PENANAMAN MODAL

DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MO

PENDAPATAN 310.295.920,00 226.090.000,00 (84.205.920,00) 72,861 %
Pendapatan Asli Daerah 310.295.920,00, 226.090.000,00 (84.205.920,00) 72,86 %
Hasil Retribusi Daerah 310.295.920,00) 224.890.000,00 (85.405.920,00)| 72,48 1 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 - %
BELANJA 10.978.828.423,00 9.812.580.624,00 (1.166.247.799,00 89,38 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.244.389.783,00 3.044.201.260,00 (200.188.523,00) 93,83 %
Belanja Pegawai 3.244.389.783,00 3.044.201.260,00 (200.188.523,00 93,83 %
BELANJA LANGSUNG 7.734.438.640,00 6.768.379.364,00 (966.059.276,00) 8751 %
Program Administrasi Perkantoran 1.395.053.880,00 1.168.052.873,00 (227.001.007,00 83,73 %
Kgﬁ;”t‘{ﬁ Peningkatan Sarana dan Prasaran: 756.732.140,00) 669.296.796,00 (87.435.344,00) 88,45 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 404.745.840,00 379.979.620,00) (24.766.220,00), 93,88 %
Keuangan

Program Promosi Investasi 1.588.524.420,00 1.361.789.439,00 (226.734.981,00 8573 %
Program Pelayanan Perijinan 1.401.116.040,00 1.188.037.155,00 (213.078.885,00 84,79 %
Program Peningkatan Iklim Investasi 1.203.395.320,00 1.095.746.613,00 (107.648.707,00 91,05 %
E;‘r’%r:&;(fm“daha” Berusaha dan Pelayar 984.871.000,00) 905.476.868,00 (79.394.132,00) 91,94 %
URUSAN KONKUREN WAJIB

KEBUDAYAAN

DINAS KEBUDAYAAN

PENDAPATAN DINK&EBUDAYAAN 761.800.000,00, 986.235.500,00 224.435.500,00 129,461 %
Pendapatan Asli Daerah 761.800.000,00 986.235.500,00 224.435.500,00 129,46 1 %
Hasil Retribusi Daerah 755.800.000,00] 961.735.500,00) 205.935.500,00 127,25 %
LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6.000.000,00 24.500.000,00 18.500.000,00 408,33 %
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN 398.563.951.120,0(4 376.162.231.367,44 (22.401.719.752,54 94,38 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.302.013.389,00 8.038.351.657,00 (263.661.732,00) 96,821 %
Belanja Pegawai 8.302.013.389,00 8.038.351.657,00 (263.661.732,00 96,821 %
BELANJA LANGSUNG 390.261.937.731,00 368.123.879.710,44 (22.138.058.020,54 9433 %
ProgramAdministrasi Perkantoran 5.805.289.405,00 5.330.079.228,00 (475.210.177,00 91,81 %
Z;‘;ﬂ;‘{ﬂ Peningkatan Sarana dan Prasaran: 994.129.900,00) 807.600.136,00 (186.529.764,00 81,24 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 260.536.500,00] 181.116.150,00 (79.420.350,00)| 69,52 %
Keuangan

i;‘;ﬂﬁg’e frf]j:;ah’ Bahasa, Sastra dan 21.992.154.875,04 19.938.862.974,04 (2.053.291.901,00 90,66 %
E:Zgﬁrgzr‘fr&gﬂi‘:ﬁz dan Konservasi Arsip 2.893.294.900,00 2.803.795.489,00 (89.499.411,00) 96,91 %
Program Penguatan Museum Sonobudoyo 41.447.889.723,00 40.544.639.173,01 (903.250.550,00 97,82 %
wgﬁgzr:gigzg‘;";a” Cagar Budaya dan 96.507.544.486,04 94.329.867.135,04 (2.177.677.351,00 97,74 %
Program Pengelolaan Taman Budaya 16.079.000.580,00 15.770.634.337,00 (308.366.243,00 98,081 %
Program Sarana Prasaraiieistimewaan 23.309.450.710,04 23.036.393.515,04 (273.057.195,00 98,83 %
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Program Perencanaan dan Pengendalian
Urusan Kebudayaan

8.729.734.000,00

6.625.174.626,00

(2.104.559.374,00

75,89

%

Program Pengembangdgearifan Lokal dan
Potensi Budaya

42.589.098.758,0(

40.721.543.834,49

(1.867.554.923,54

95,61

%

Program Pendidikan Berbasis Budaya

16.178.586.000,00

14.090.335.651,00

(2.088.250.349,00

87,09

%

Program Adat, Seni, Tradisi daembaga
Budaya

113.475.227.894,0(

103.943.837.462,0(

(9.531.390.432,00

91,60

%

URUSAN KONKUREN WAJIB

PERPUSTAKAAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAEJ

PENDAPATAN

400.000.000,00

483.040.800,00

83.040.800,00

120,76

%

Pendapatan Asli Daerah

400.000.000,00

483.040.800,00

83.040.800,00

120,76

%

Hasil Retribusi Daerah

400.000.000,00f

483.040.800,00

83.040.800,00,

120,76

%

BELANJA

32.731.940.879,00

29.588.663.934,00

(3.143.276.945,00

90,40

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.539.484.933,00

7.251.365.226,00

(288.119.707,00)

96,18

%

Belanja pegawai

7.539.484.933,00

7.251.365.226,00

(288.119.707,00

96,18

%

BELANJA LANGSUNG

25.192.455.946,00

22.337.298.708,00

(2.855.157.238,00

88,67

%

Program Administrasi Perkantoran

6.849.403.196,00

6.120.375.413,00

(729.027.783,00

89,36

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarang
Aparatur

6.804.281.000,00

6.014.722.970,00

(789.558.030,00

88,40

%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dal
Aparatur

220.028.000,00]

183.500.236,00

(36.527.764,00)

83,40

%

Program Peningkatan Pengembangan Siste]
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan
Keuangan

540.412.750,00]

531.305.500,00

(9.107.250,00)

98,31

%

Program Pengembangan dan Pembinaan
Perpustakaan

2.477.062.000,00

2.398.201.650,00

(78.860.350,00)

96,82

%

Program Pengembangan Bahan Pustaka dg
Informasi

2.625.000.000,00

2.328.273.892,00

(296.726.108,00

88,70

%

Program Layanan Perpustakaan

4.112.353.000,00

3.259.834.348,00

(852.518.652,00

79,27

%

Program Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Kearsipan

713.976.000,00]

662.587.849,00]

(51.388.151,00)

92,80

%

Program Pelestarian dan Layanan Arsip

849.940.000,00]

838.496.850,00

(11.443.150,00)

98,65

%

URUSAN KONKUREN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENDAPATAN

1.579.205.000,00

1.615.078.500,00]

35.873.500,00

102,27

%

Pendapatan Asli Daerah

1.579.205.000,00

1.615.078.500,00]

35.873.500,00

102,27

%

Hasil Retrebusi Daerah

1.540.205.000,00

1.569.734.500,00

29.529.500,00

101,92

%

Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

39.000.000,00,

45.344.000,00

6.344.000,00

116,27

%

BELANJA

31.929.614.519,00

29.681.303.942,00

(2.248.310.577,00

92,96

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.378.165.899,00

7.079.404.601,00

(298.761.298,00)

95,95

%

Belanja Pegawai

7.378.165.899,00

7.079.404.601,00

(298.761.298,00

95,95

%

BELANJA LANGSUNG

24.551.448.620,00

22.601.899.341,00

(1.949.549.279,00

92,06

%

ProgramAdministrasi Perkantoran

4.209.772.427,00

3.944.000.673,00

(265.771.754,00

93,69

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarang
Aparatur

4.933.928.496,00

4.524.312.141,00

(409.616.355,00

91,70

%

Program Peningkatan Pengembanggistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan
Keuangan

441.722.200,00

439.010.800,00

(2.711.400,00)

99,39

%

Program Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya

3.956.016.000,00

3.734.617.800,00

(221.398.200,00

94,40

%
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Keuangan

ProgramPengelolaan Pelabuhan 178.000.000,00) 166.264.294,00 (11.735.706,00)| 9341 %
Program Peningkatan Produksi Perikanan 1.718.546.500,00 1.586.008.550,00 (132.537.950,00 92,29 %
Tangkap

Program Pengolahan dan Pemasaran Prody 4.565.336.600,00 3.987.939.342,00 (577.397.258,00 87,35 %
Perikanan

Program Konservasi Ekosistem dan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 985.792.500,00] 791.335.548,00) (194.456.952,00 80,27 1 %
Perikanan

Program Pengembangaterbenihan 3.562.333.897,00 3.428.410.193,00 (133.923.704,00 96,24 %
Perikanan Budidaya

URUSAN KONKUREN PILIHAN

PARIWISATA

DINAS PARIWISATA

PENDAPATAN DINAS PARIWISATA 111.500.000,00 88.212.890,00 (23.287.110,00) 79,11 %
Pendapatan Asli Daerah 111.500.000,00 88.212.890,00 (23.287.110,00) 79,11 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 111.500.000,00) 88.212.890,00 (23.287.110,00), 79,11 %
BELANJA DINAS PARIWISATA 36.252.002.717,00 32.193.961.638,00 (4.058.041.079,00 88,81 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.756.960.217,00 3.569.442.601,00 (187.517.616,00) 95,01 %
Belanja Pegawai 3.756.960.217,00 3.569.442.601,00 (187.517.616,00 95,01 %
BELANJA LANGSUNG 32.495.042.500,00 28.624.519.037,00 (3.870.523.463,00 88,09 %
Program Administrasi Perkantoran 1.356.991.520,00 1.131.469.631,00 (225.521.889,00 83,38 %
ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana 744.200.000,00 695.987.600,00) (48.212.400,00) 9352 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Siste]

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 271.967.220,00) 229.421.603,00 (42.545.617,00)| 84,36 %
Keuangan

Program Pengembangan Pemasaran 3.929.040.000,00 3.353.026.992,00 (576.013.008,00 85,34 %
Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisa| 22.347.763.760,00 19.606.236.011,00 (2.741.527.749,00 87,73 %
Program Peningkatan SDM dan Kelembaga 3.189.060.000,00 2.992.591.100,00 (196.468.900,00 93,84 %
Pariwisata

Program Pengembangan Industri Pariwisata 656.020.000,00] 615.786.100,00) (40.233.900,00), 93,87 %
URUSAN KONKUREN PILIHAN

PERTANIAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN

PENDAPATAN 1.505.740.500,00 1.886.976.458,00] 381.235.958,00 125,32 %
Pendapatan Asli Daerah 1.505.740.500,00 1.886.976.458,00] 381.235.958,00 125,32 %
Hasil Retribusi Daerah 1.467.675.500,00 1.641.340.458,00 173.664.958,00 111,83 %
LainLain PAD Yang Sah 38.065.000,00 245.636.000,00) 207.571.000,00) 645,31 %
BELANJA 65.721.418.297,00 59.391.886.853,34 (6.329.531.443,66 90,37 1 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.522.969.872,00 23.447.065.497,00 (1.075.904.375,00 95,61 %
Belanja Pegawai 24.522.969.872,00 23.447.065.497,00 (1.075.904.375,00 95,61 %
BELANJA LANGSUNG 41.198.448.425,00 35.944.821.356,34 (5.253.627.068,66 87,25 %
Program Administrasi Perkantoran 4.479.162.172,0Q 4.033.706.668,00 (445.455.504,00 90,05 %
z;‘;gr;"’t‘{ﬂ Peningkatan Sarana damsarana 13.011.096.500,04 11.302.374.005,34 (1.708.722.494,66 86,87 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberday 44.770.000,00 44.728.404,00 (41.596,00) 99,91 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 467.078.440,00 444.881.588,00 (22.196.852,00), 95,25 %
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Program Peningkatan Produksi Tanaman
Pangan

6.543.053.860,00

4.812.217.657,00

(1.730.836.203,00

73,55

%

Program Peningkatan Produksi Hortikultura

1.786.193.000,00

1.555.124.773,00

(231.068.227,00

87,06

%

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

1.584.262.000,00

1.501.618.065,00

(82.643.935,00)

94,78

Program PeningkatalRopulasi Peternakan

2.789.979.000,00

2.322.271.550,00

(467.707.450,00

83,24

%

Program Pengembangan Pembibitan Ternak
dan Diagnostik Kehewanan

4.250.179.060,00

4.038.960.487,00

(211.218.573,00

95,03

%

Program Pengembangan SBdrtanian dan
Penyuluhan

728.010.520,00]

648.690.750,00)

(79.319.770,00)

89,10

%

Program Perlindungan Tanaman Pertanian

477.884.580,00

431.204.100,00

(46.680.480,00)

90,23

%

Program Pengembangan Perbenihan Pertan

1.981.810.328,00

1.905.059.653,00

(76.750.675,00)

96,13

%

Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih

393.646.365,00

373.886.400,00]

(19.759.965,00)

94,98

%

Program Peningkatan Ketersediaan, Akses,
dan Konsumsi Pangan

2.136.336.100,00

2.038.067.856,00

(98.268.244,00)

95,40

%

Program Pemberdayaan Daerah Rawan
Pangan

524.986.500,00]

492.029.400,00

(32.957.100,00)

93,72

%

URUSAN KONKUREN PILIHAN

PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGAN

PENDAPATAN

180.400.000,00]

205.816.692,00

25.416.692,00

114,09

%

Pendapatan Asli Daerah

180.400.000,00]

205.816.692,00

25.416.692,00

114,09

%

Hasil Retrebusi Daerah

165.000.000,00]

190.416.692,00]

25.416.692,00,

115,40

%

LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

15.400.000,00

15.400.000,00

0,00

100,00

%

BELANJA

22.480.135.936,00

20.959.483.012,00

(1.520.652.924,00

93,24

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

7.919.406.346,00

7.452.117.454,00

(467.288.892,00)

94,10

%

Belanja Pegawai

7.919.406.346,00

7.452.117.454,00

(467.288.892,00

94,10

%

BELANJA LANGSUNG

14.560.729.590,00

13.507.365.558,00

(1.053.364.032,00

92,77

%

Program Administrasi Perkantoran

2.110.398.450,00

1.890.795.875,00

(219.602.575,00

89,59

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarang
Aparatur

1.048.779.680,00

1.003.361.500,00

(45.418.180,00)

95,67

%

Program PeningkataRengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan
Keuangan

333.463.000,00

322.219.700,00)

(11.243.300,00)

96,63

%

Program Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor

1.263.945.500,00

1.243.373.164,00

(20.572.336,00)

98,37

%

Program Peningkatan Perdagangan Dalam
Negeri

3.430.058.340,00

3.036.706.726,00

(393.351.614,00

88,53

%

Program Perlindungan dan Pengamanan
Konsumen

553.396.000,00

541.142.456,00]

(12.253.544,00)

97,79

%

Program Pengembangandustri Kecil dan
Menengah

4.511.240.500,00

4.193.178.480,00

(318.062.020,00

92,95

%

Program Peningkatan Teknologi Industri

1.009.448.120,00

977.321.760,00]

(32.126.360,00)

96,82

%

Program Pengelolaan Hak Kekayaan
Intelektual

300.000.000,00

299.265.897,00]

(734.103,00)

99,76

%

URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

BELANJA GUBERNDRN WAGUB

3.255.267.927,00

3.248.890.330,00

(6.377.597,00)

99,80

%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.255.267.927,00

3.248.890.330,00

(6.377.597,00)

99,80

%

Belanja Pegawai

3.255.267.927,00

3.248.890.330,00

(6.377.597,00)

99,80

%
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SEKRETARIAT DAERAH

PENDAPATAN 107.241.985,00 107.241.985,00 0,00 100,00 %
Pendapatan Asli Daerah 107.241.985,00 107.241.985,00 0,00 100,00 %
LainLain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 107.241.985,00) 107.241.985,00 0,00 100,00 : %
BELANJA SETDA 99.760.413.354,00 91.033.378.236,00  (8.727.035.118,00 91,25 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.634.153.774,00 23.592.736.695,00  (1.041.417.079,00 95,77 %
BelanjaPegawai 24.634.153.774,04 23.592.736.695,00 (1.041.417.079,00 95,77 %
BELANJA LANGSUNG 75.126.259.580,00 67.440.641.541,00  (7.685.618.039,00 89,77 %
Program Administrasi Perkantoran 13.742.795.490,00 11.651.807.310,00 (2.090.988.180,00 84,78 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 4.585.156.720,00 4.262.672.420,00 (322.484.300,00 92,97 %
Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberday 193.750.000,00 177.637.500,00 (16.112.500,00) 91,68 %
Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Siste]

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 778.419.660,00] 703.634.800,00) (74.784.860,00), 90,39 %
Keuangan

Program Penataan Peraturan Perundang 1.434.805.220,00 1.320.238.010,00 (114.567.210,00 92,02 %
Undangan

Program Bantuan dan Layanan Hukum 2.395.904.220,00 2.284.935.436,00 (110.968.784,00 95,37 %
Program Pengawasan Produk Hukum 765.182.220,00] 734.016.672,00] (31.165.548,00), 95,93 %
Program Layanan Pengadaan Barang dan J; 3.537.490.650,00 3.311.770.979,00 (225.719.671,00 93,62 %
Program Pelayanan Kerumahtanggaan 3.211.835.950,00 3.065.607.616,00 (146.228.334,00 95,45 %
Program Pelayanan Keprotokolan 3.116.648.850,00 2.922.114.929,00 (194.533.921,00 93,76 1 %
Program Pengelolaan Hubungan Masyaraka| 2.315.683.500,00 2.121.312.135,00 (194.371.365,00 91,61 %
Program Dokumentasi Hukum 1.162.275.000,00 1.136.871.343,00 (25.403.657,00), 97,81 %
Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungs 237.000.000,00) 208.725.080,00) (28.274.920,00) 88,07 %
Sumberdaya Daerah Perekonomian

E;"e%;im Pengelolaan Kebijakafrastruktur 903.169.000,00) 790.428.700,00 (112.740.300,00 87,52 %
Program Pengelolaan Kebijakan Pembangui 500.000.000,00) 475.859.750,00) (24.140.250,00) 9517 %
Berkelanjutan

Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas 810.094.660,00) 791.674.250,00 (18.420.410,00) 9773 %
Perekonomian Daerah

Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa 1.573.443.440,00 1.465.285.314,00 (108.158.126,00 93,13 %
Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan

Program Pembinaa®tonomi Daerah dan 1.377.195.000,00 1.019.907.700,00 (357.287.300,00 74,06 %
Kerjasama

Program Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan 941.200.000,00) 856.547.625,00 (84.652.375,00) 91,01 %
Kecamatan

ProgramPembinaan Pemerintahan Umum ds 893.655.000,00) 757.367.448,00 (136.287.552,00 84,75 %
Penataan Wilayah

Program Peningkatan Penyelenggaraan 763.090.000,00) 693.800.427,00) (69.289.573,00) 90,92 %
Reformasi Birokrasi

ProgramPeningkatan Kualitas Pelayanan 1.867.325.000,00 1.522.212.046,00 (345.112.954,00 81,52 %
Publik dan Pengembangan Standarisasi

Program Pengelolaan Kebijakan Bina Menta 7.172.422.500,00 6.188.260.600,00 (984.161.900,00 8628 %
dan Pembinaan Sarana Keagamaan

Program Pengelolaan dan Penguatan 464.793.000,00 403.442.100,00 (61.350.900,00) 86,80 %
Kebijakan Kesehatan Masyarakat

Program Pengelolaan dan Penguatan 242.496.000,00) 222.181.600,00 (20.314.400,00) 91,62 %
Kebijakan Sumber Daya Manusia

Program Pengelolaan Kebijakan Pembiayaa 676.651.000,00) 578.017.486,00 (98.633.514,00) 8542 %

Pembangunan Non Pemerintah
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Program Pembinaan Administrasi

0,

Kependudukan dan Catatan Sipil 2.393.369.680,00 2.105.756.496,00 (287.613.184,00 87,98 %
Program Pengelolaan Rekayasa Sosial 377.262.000,00) 355.776.000,00 (21.486.000,00) 94,30 %
Masyarakat
Program Perumusan Kebijakan Penguatan 957.362.000,00) 899.735.300,00 (57.626.700,00) 9398 %
Kapasitas Sumber Dal#asyarakat
Program Pengelolaan dan Penguatan 1.388.250.600,00 1.329.071.000,00 (59.179.600,00) 95,74 %
Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat
Program Perencanaan dan Pengendalian 3.266.806.000,00 2.843.835.800,00 (422.970.200,00 87,05 %
Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
E:gjgaram Peningkatan Pelayanan Parampar: 1.368.447.000,04 1.277.647.910,00 (90.799.090,00) 9336 %
Program Perencanaan dan Pengendalian
Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ta 374.995.000,00] 302.936.500,00 (72.058.500,00), 80,78 . %
cara
Program Perencanaan dan Pengendalian
Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata 798.824.220,00] 680.099.100,00 (118.725.120,00 85,14 %
Ruang
Program Penataan Kelembagaan dan

5.020.522.000,00 4.614.933.316,00 (405.588.684,00 91,92 %
Ketatalaksanaan
Program Perencanaan dan Pengendalian 424.063.000,00) 401.239.210,00 (22.823.790,00) 24,62 %
Keistimewaan Urusan Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembaga 990.728.000,00 963.676.200,00) (27.051.800,00) 97,27 %
Keistimewaan
Program Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelaksanan Urusafeistimewaan Bidang 335.176.000,00] 333.824.300,00) (1.351.700,00) 99,60 1 %
Kelembagaan
Program Peningkatan Budaya Pemerintahar 1.767.972.000,00 1.665.781.133,00 (102.190.867,00 94,221 %
BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PENDAPATAN BAHUBDA 500.000.000,00 533.845.000,00 33.845.000,00 106,77 : %
Pendapatan Asli Daerah 500.000.000,00 533.845.000,00 33.845.000,00 106,77 : %
Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,00} 533.845.000,00) 33.845.000,00 106,77 : %
BELANJA 5.888.827.406,00 5.605.000.848,00 (283.826.558,00) 95,18 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.138.150.762,00 1.090.055.081,00] (48.095.681,00) 95,77 1 %
Belanja Pegawai 1.138.150.762,00 1.090.055.081,00 (48.095.681,00) 9577 %
BELANJA LANGSUNG 4.750.676.644,00 4.514.945.767,00 (235.730.877,00) 95,04 %
Program Administrasi Perkantoran 2.183.863.505,00 2.089.864.854,00 (93.998.651,00)| 95,701 %
Program PeningkataBarana dan Prasarana 535.471.000,00) 508.103.305,00 (27.367.695,00) 94,89
Aparatur %
Program Peningkatan Pengembangan Sistel
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 118.600.000,00) 118.600.000,00 0,00 100,00 %
Keuangan 0
ProgramPeningkatan Kualitas Layanan Tam 599.159.139,00) 588.940.133,00 (10.219.006,00) 98,29
Kantor Perwakilan Daerah %
Program Peningkatan Kualitas Layanan 1.313.583.000,04 1.209.437.475,00 (104.145.525,00 92,07
Promosi Potensi dan Seni Budaya %
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BELANJA DPRD 36.754.606.353,00 36.455.579.794,00 (299.026.559,00) 99,19 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.754.606.353,00 36.455.579.794,00 (299.026.559,00) 99,19 %
Belanja Pegawai 36.754.606.353,00 36.455.579.794,00 (299.026.559,00 99,19 %
SEKRETARIAT DPRD
BELANJA SEKRETARIAT DPRD 93.533.383.293,00 64.978.316.650,00 (28.555.066.643,00 69,47 | %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.065.143.559,00 4.870.065.668,00) (195.077.891,00) 96,15 %
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Aparatur

Belanja Pegawai 5.065.143.559,00 4.870.065.668,00 (195.077.891,00 96,15 %
BELANJA LANGSUNG 88.468.239.734,00 60.108.250.982,00 (28.359.988.752,00 67,94 %
Program Administrasi Perkantoran 4.289.542.000,00 3.679.333.143,00 (610.208.857,00 8577 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 4.199.768.000,00 3.636.723.760,00 (563.044.240,00 86,59 %
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberday 83.340.000,00 74.175.000,00 (9.165.000,00) 89,00 %
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Siste]
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 238.375.000,00] 207.043.600,00) (31.331.400,00), 86,86 %
Keuangan
Program Peningkatan Kinerja Lembaga

. 44.938.040.850,00 24.204.798.431,00 (20.733.242.419,00 53,861 %
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pengembangan Regulasi Daerah 13.865.111.000,04 11.750.324.734,00 (2.114.786.266,00 84,75 %
Program Peningkatan Kehumasan dan 20.854.062.884,04 16.555.852.314,04 (4.298.210.570,00 79,39 %
Keprotokolan
INSPEKTORAT
BELANJA INSPEKTORAT 34.185.032.293,00 28.316.950.651,00 (5.868.081.642,00 82,83 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.736.941.642,00 5.590.262.980,00 (146.678.662,00) 97,441 %
Belanja Pegawai 5.736.941.642,00 5.590.262.980,00 (146.678.662,00 97,44 1 %
BELANJA LANGSUNG 28.448.090.651,00 22.726.687.671,00 (5.721.402.980,00 79,891 %
Program Administrasi Perkantoran 1.566.656.651,00 1.264.060.488,00 (302.596.163,00 80,69 %
Zgﬁ;"’t‘g: Peningkatan Sarana dan Prasarang 18.560.410.000,04 13.648.665.500,04 (4.911.744.500,00 73,54 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Da 125.660.000,00) 89.111.037,00 (36.548.963,00) 7091 %
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Siste]
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 86.263.000,00 85.541.500,00 (721.500,00) 99,16 1 %
Keuangan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 8.109.101.000,00 7.639.309.146,00 (469.791.854,00 94,21 %
Kebijakan KDH
PANIRADYA KAISTIMEWAN
BELANJA PANIRADYA KAISTIMEWAN 3.291.872.722,00 3.079.749.592,00 (212.123.130,00) 93,56 1 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.177.267.742,00 2.062.513.735,00 (114.754.007,00) 94,73 %
Belanja Pegawai 2.177.267.742,00 2.062.513.735,00 (114.754.007,00 9473 %
BELANJA LANGSUNG 1.114.604.980,00 1.017.235.857,00] (97.369.123,00) 91,26 1 %
Program Administrasi Perkantoran 726.564.980,00] 676.618.357,00) (49.946.623,00)| 93,13 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 354.540.000,00 307.182.500,00) (47.357.500,00) 86,64 %
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistel
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 33.500.000,00 33.435.000,00 (65.000,00) 99,81 %
Keuangan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BELANJA 21.924.352.621,00 20.164.998.679,00 (1.759.353.942,00 91,98 1 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.801.021.651,00 6.561.897.483,00 (239.124.168,00) 96,48 1 %
Belanja Pegawai 6.801.021.651,00 6.561.897.483,00 (239.124.168,00 96,48 1 %
BELANJA LANGSUNG 15.123.330.970,00 13.603.101.196,00 (1.520.229.774,00 89,95 %
ProgramAdministrasi Perkantoran 2.297.997.010,00 1.710.726.101,00 (587.270.909,00 74,44 1 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran; 1.106.689.000,00 970.526.256,00 (136.162.744,00 87,70 %
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Program Peningkatan Kapasitismberdaya

184.360.000,00 154.393.780,00 (29.966.220,00) 83,75 %
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistel
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 460.473.700,00 454.394.250,00 (6.079.450,00) 98,681 %
Keuangan
ProgramPerencanaan Pembangunan Daeral 2.309.219.200,00 2.110.602.603,00 (198.616.597,00 91,40 1 %
Program Perencanaan Pembangunan 1.118.661.000,00 1.078.689.220,00 (39.971.780,00) 96,43 %
Perekonomian
EL%%?;] Perencanaan Pembanguigsial 1.457.159.000,00 1.364.328.826,00 (92.830.174,00) 93,63 %
Program Perencanaan Pengembangan Wila 856.030.000,00 815.498.635,00) (40.531.365,00) 9527 %
dan Sarana Prasarana
Program Perencanaan Pembangunan 686.925.060,00) 625.222.068,00 (61.702.992,00) 91,02 %
Pemerintahan
Program Pengendalian Pembangunan Daer{ 1.928.582.500,00 1.782.126.520,00 (146.455.980,00 92,41 %
Program Pengembangan Statistik Daerah 2.217.234.500,00 2.101.458.497,00 (115.776.003,00 94,78 . %
Program Penelitian dan Pengembangan 500.000.000,00] 435.134.440,00 (64.865.560,00), 87,03 %
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN AS
PENDAPATAN BPKA 1.934.073.885.772,71 1.993.435.291.133,2( 59.361.405.360,49 103,07 %
Pajak Daerah 1.750.611.839.616,0( 1.773.940.604.572,0( 23.328.764.956,00 101,33 %
Hasil Retribusi Daerah 7.342.607.690,00 7.432.218.400,00 89.610.710,00 101,22 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 85.997.899.680,29 85.960.824.196,14 (37.075.484,15) 99,96 %
Dipisahkan
Lairlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 90.121.538.786,42 126.101.643.965,06 35.980.105.178,64 139,92 %
BELANJA BPKA 155.153.103.130,81 145.356.161.571,00 (9.796.941.559,81 93,69 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 102.932.963.263,81 97.105.307.502,00 (5.827.655.761,81 9434 %
Belanja Pegawai 102.932.963.263,81 97.105.307.502,00 (5.827.655.761,81 94,34 %
BELANJA LANGSUNG 52.220.139.867,00 48.250.854.069,00 (3.969.285.798,00 92,40 1 %
Pogram Administrasi Perkantoran 10.539.512.970,00 9.650.424.840,00 (889.088.130,00 91,56 %
i;‘;ﬂ;‘:}: Peningkatan Sarana dan Prasaran: 13.852.546.520,00 12.564.696.758,00  (1.287.849.762,00 90,70 %
Program Peningkatan Pengembangan syste
Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 428.682.000,00 402.137.000,00] (26.545.000,00) 93,81 %
Keuangan
Program Peningkatan Pendapatan Daerah 3.371.473.000,00 3.137.017.557,00 (234.455.443,00 93,05 %
Program Pelaporan dan Pertanggungjawab3 2.095.344.000,00 1.984.079.208,00 (111.264.792,00 94,69 %
Keuangan Daerah
Program Penatausahaan Keuangan Daerah 872.945.000,00] 833.947.592,00) (38.997.408,00)| 95,53 %
Eg’egéim Pembinaan Pengelolaan Keuangar 2.005.146.500,00 1.901.021.705,00 (104.124.795,00 94,81 %
ProgramPeningkatan Pendapatan KPPD 10.035.555.520,04 9.688.825.051,00 (346.730.469,00 96,54 %
Program Perencanaan Penganggaran Belan 4.167.764.000,00 3.587.532.197,00 (580.231.803,00 86,08
Program Pengelolaan Barang Milikerah 3.118.195.607,00 2.895.705.551,00 (222.490.056,00 92,861 %
Program Pendayagunaan Barang Milik Daer 1.732.974.750,00 1.605.466.610,00 (127.508.140,00 92,64 %
PPKD/BUD
PENDAPATAN 3.698.302.681.758,0( 3.616.561.898.006,0( (81.740.783.752,00 97,79 %
Dana Perimbangan 2.467.472.059.005,0 2.385.702.912.253,0( (81.769.146.752,00 96,691 %
LainLain Pendapatan yang Sah 1.230.830.622.753,0( 1.230.858.985.753,0( 28.363.000,00 100,00 . %
BELANJA 1.802.802.303.122,2( 1.736.529.375.454,71 (66.272.927.667,49 96,32 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.802.802.303.122,2( 1.736.529.375.454,71 (66.272.927.667,49 96,32 %

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 62




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

OO a a /

Keuangan

Belanja Subsidi 81.100.523.951,0d 76.067.609.352,0d (5.032.914.599,00 93,79
Belanja Hibah 687.498.916.846,0( 638.980.684.355,00  (48.518.232.491,00 92,94 %
Belanja Bantuan Sosial 1.402.000.000,00 702.000.000,00 (700.000.000,00 50,07 %
ﬁgmj:fagi Hsl kpd Prov /kab/kota/ dan 736.967.513.631,2( 735.341.757.826,71 (1.625.755.804,49 99,78 1 %
5::]6‘2]:”18%2:3” Keuangan kpd Prov/kab/ko 291.513.676.450,0( 285.437.323.921,04 (6.076.352.529,00 97,92 %
Belanja Tak Terduga 4.319.672.244,00 0,00 (4.319.672.244,00 - %
Pembiayaan Netto 264.207.308.901,94 265.861.156.884,94 1.653.847.983,00 100,63 %
PenerimaarPembiayaan 472.804.308.901,94 474.458.156.884,94 1.653.847.983,00 100,35 %
Pengeluaran Pembiayaan 208.597.000.000,0d 208.597.000.000,04 0,00 100,00 %
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PENDAPATAN 2.340.250.000,00) 2.493.800.000,00 153.550.000,00 106,56 %
Hasil Retribusi Daerah 2.335.200.000,00 2.488.750.000,00 153.550.000,00 106,58 %
Lainlain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 %
BELANJA 202.684.157.683,04 199.411.500.183,00  (3.272.567.500,00 98,39 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 181.024.187.673,04 180.616.121.021,04 (408.066.652,00) 99,77 %
Belanja Pegawai 181.024.187.673,0( 180.616.121.021,00 (408.066.652,00 99,77 %
BELANJA LANGSUNG 21.659.970.010,00 18.795.469.162,00  (2.864.500.848,00 86,78 %
Program Administrasi Perkantoran 2.005.415.150,00 1.864.767.443,00 (140.647.707,00 92,99 %
Z;‘ﬁ;”t‘m Peningkatan Sarana dan Prasaran: 1.874.495.000,00 1.840.184.230,00 (34.310.770,00) 98,17 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaiakinerja dan Pelaporan 207.000.000,00] 206.894.550,00 (105.450,00) 99,95 %
Keuangan Keuangan

géﬁgéi':g?é&l?gi?; ’Kijgggi(ﬁanegawa 4.218.825.800,00 2.518.137.420,00 (1.700.688.380,00 59,69 %
g;‘;ﬂg?r:‘;:negﬁ:‘?,fgafv‘;?'itas SDM dan 6.073.843.000,00 5.721.678.435,00 (352.164.565,00 94,20 %
i;‘;gegzmgzznbggggv\';?d“d“ka” Hukum dar 2.732.682.000,00 2.535.000.704,00 (197.681.296,00 92,77 %
E;‘;)ggg;“wz;r:”g::‘:gﬂ Penatausahaan 1.433.302.560,00 1.259.080.000,00 (174.222.560,00 87,84 %
ﬁ;g@g’i Pengelolaan Pengukuran Kompete 3.114.406.500,00 2.849.726.380,00 (264.680.120,00 91,50 %
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENDAPATAN BANDIKLAT 3.944.538.000,00) 4.061.484.000,00) 116.946.000,00 102,96 %
Pendapatan Asli Daerah 3.944.538.000,00 4.061.484.000,00) 116.946.000,00 102,96 %
Hasil Retribusi Daerah 3.944.538.000,00 4.061.484.000,00 116.946.000,00 102,96 %
BELANJA 20.667.970.744,00 18.461.485.783,00  (2.206.484.961,00 89,32 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.477.757.564,00 4.358.106.732,00) (119.650.832,00) 97,33 %
Belanja Pegawai 4.477.757.564,00 4.358.106.732,00) (119.650.832,00 97,33 %
BELANJA LANGSUNG 16.190.213.180,00 14.103.379.051,00  (2.086.834.129,00 87,11 %
Program Administrasi Perkantoran 1.927.057.260,00 1.877.257.879,00 (49.799.381,00)| 97,42 %
z;‘g;‘m Peningkatan Sarana dan Prasaran: 911.252.000,00) 856.079.189,00 (55.172.811,00) 93,95 %
igﬁg}; Peningkatan Kapasitas Sumberday 174.027.000,00 172.139.750,00 (1.887.250,00) 98,92 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistel

Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan 375.757.660,00] 316.506.421,00) (59.251.239,00)| 84,23 %
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Program Pendidikan Penjenjangan

9.028.801.160,00

7.698.220.003,00

(1.330.581.157,00

85,26

%

Program Pendidikan Teknis Fungsional

2.064.411.660,00

1.773.029.118,00

(291.382.542,00

85,89

%

Program Pengembangan Kemitraan dan
Kerjasama Kediklatan

663.739.220,00]

484.057.800,00

(179.681.420,00

72,93

%

Program Peningkatan Standarisasi dan
Penjaminan Mutu

1.045.167.220,00

926.088.891,00)

(119.078.329,00

88,61

%
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

EntitasAkuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu ataletetids
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundamglangan wajib menyampaikan
laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah PemerimakrahDIY atau suatu orgarisi
dilingkungan PemerintatDaerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan
perundangundangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.

c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh
karenanya wajib menyelenggarakan akansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang
merupakan entitas akuntansi.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Basis akuntansi yartigunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendaga®amBeban,
Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi
Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Penddp@fandanPenerimaan
Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah
daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

Basis Bngukuranyang mendasari Pemysunan Laporan KeuangdPemerintah Daerah
a. PendapatanLRA

1) PendapatarLRA adalah semyzenerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas
pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang naeljhak pemerintah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah

2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:

a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah

b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD

c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.

d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran
mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan
Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.

3) PendapatanLRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporaragtaligygaran dan
rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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b. Belanja

1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yaal§§ Han
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Belanja diakui pada saat:

a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di
SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD
untuk masingmasing transaksi yang terjadi.

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna
anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah
dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran désakan azas bruto.

4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan
rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan ddasifikam
anggaran.

Cc. Transfer

1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daendlansfer keluar
diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

3) Transfer Masuk diukur berdasarkamas brutodan dicatat berdasarkan penerimaan
kas di Rekening Kas Daermddin Transfer keluar diukur berdasarkazas brto dan
dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.

4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam
Catatan atas Laporafeuangan.

d. Pembiayaan

1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran

2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain
berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil
privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang ldibekepada
Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain
untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah,
pembayara kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan
pembentukan dana cadangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 66



PEMERINTAH DAERAH DA

OO a a /

4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah
danPengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari
Reening Kas Daerah.

5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang
kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau
yang akan dikeluarkasedangkan embiayaan yang diukur dengan mata uaaging
dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia)
pada tanggal transaksi pembiayaan.

6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran
dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disap dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

e. PendapatanLO

1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Pendapatad.O diakui pada sadimbulnya hak atas pendapatadan pada saat
pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

3) Pengukuran PendapatdrO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

4) Pendapatan_O disajikan berdasarkan jenis Pendapdt@ndalam Laporan Opersional
dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

f. Beban
1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomtau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban.

2) Beban diakui pada saat:

a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya
tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

b) Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang
tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi &ssenkas dalam
kegiatan operasional pemerintah.

c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan  nilai asset sehubungan dengan penggunaan  asset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih
lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

1) Kas adlah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat lilandbebas
dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkatanwajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas.
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tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara

Pengeluaran dan Kas di BLUD.

2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada
pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau
untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek
harus segeraapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada
risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara
kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan
dari tanggal perlehannya

3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening KasDaerah dan pada saat
dikeluarkan ath bendaharéRekening Kas Daerah.

4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.  Apabila
terdapat kas dalam valutasing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan olehpemedatahh.

2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti
kerugian daeralilengan rincian sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah,
Piutang Retribusi dan Piutang Lailain PAD yang sah.

b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman,
penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.

c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari
piutang yang timbul akibat Tuntutan Gamderugian Daerah terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah terhadap Bendahara.

3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan
Biaya Dibayar Dimuka.

4) Piutang Pendapan terdiri dari Piutang Pajak DaeraRiutang RetribusPiutang Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisatikatang Laidain PAD Yang Salan
Piutang Pendapatan Lainnya

5) Piutang Lainnyderdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka PanjaBggian ancar
Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas LaiBagan Lancar Tagihan
Penjualan AngsuraBagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daarabiang
Muka

6) Piutang diakui pada saat munculnyak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang
undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah

7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan
tanggalpelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkdengan SKPD/SKRD/SK
Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersanskandsajikan
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sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir
periode pelaporar{Biaya Dibayar Dimuka)

8) Piutang disajikan sebesar nilai bersihang dapat direalisasikan nét
realizablevalugNilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai
nominal piutang dengan penyisihan piutang.

9) Penyisihan piutangadalatstimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada
akhir setiap peode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang
berdasarkan penggolongan kualitas piutaNgaipenyisihan piutang tak tertagih tidak
bersifat akumulatif tetapiditerapkan setiap akhir periode anggaran sesuai
perkembangankualitas piutang.

10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo
piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang
ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau

Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau

Wajib pajak kooperatif, dan/atau

Waijib pajak likuid, dan/atau

Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahaian/atau

Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhit

sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelung

dan/atau

c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksa
dan/atau

d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

Diragukan a. Umur piutanglebih dari 2 tahun sampai dengan 5 taht
dan/atau

b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung se

tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan peluné

dan/atau

Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau

Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

Lancar

Kurang
Lancar

colo oo T

Macet Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau

Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhit
sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melaky
pelunasan, dan/atau

c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau
d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunidan/atau

Wajib pajak mengalami musibah (force majeur).

o olao

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 69



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

OO a a /

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau

b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan san
dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kurang a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atal

Lancar b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan da

jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tag

Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Diragukan a. Umur piutang 3 bulan sampai denga bulan, dan atau

b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan da
jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tag
Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Macet a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau

b. Apabila wajib retribusi belum melakukan peasan dalam
jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tag
Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang te
diserahkan kepada instansi yang menangani pengur
piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar Apabila belum melakukapelunasan sampai dengan tangg
jatuh tempo yang ditetapkan.

Kurang Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tan

Lancar Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tan
Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Macet Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tan
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piu
telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengur
piutang negara.

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan
ditentukan sebagai berikut:

No Kualitas Piutang Persentase Penyisihan Piutang
1. | Lancar 0,5% (nol koma lima persen)

2. | Kurang Lancar 10% (sepuluh persen)

3. | Diragukan 50%(lima puluh persen)

4. | Macet 100% (seratus persen)

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan
dari piutang yang bersangkutan.
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I. Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan diakui pada sagiotensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan
diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan
persediaan dicatat pada saat direalisasikéyek belanja deagai berikut:

a) Belanja Bahan Pakai Habis

b) Belana Bahan/Material

c) Belanja Cetak dan Penggandaan

d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

e) Belanja Pakaian Kerja

f) Belanja Pakaian Khusus dan Hweaii tertentu
g) Belanja Barang Dana BOS

h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
i) Belanja Barangadh Jasa BLUD

j) Belanja Hibah Barang/Jasa

k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa

3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara
Opname Persediaan.Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa
penghitungan, pengukuranau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan.
Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguiji
saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan.
Selisih persediaan yang disebabkanekar persediaan usang, daluwarsa atau rusak
diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan
kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.
Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapatsiiahkan dan selanjutnya
dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang

4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan
diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.

5) Persediaan dicatat secarperpetua] maka penguliran pemakaian persediaan
dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit
sesuai dengan metode FIFErét In First Ot

6) Persediaan diukur sebagai berikut:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
b) Hargapokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan
e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tergangtapan
Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode .FIFO
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8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untjuan
Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan
Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaadidiakung dengan
Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelapgpananjian yang telah
disepakati keda belah pihakApabila terdapat selisin kurang antaBerita Acara
Penitipan Persediaagengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai
Piutang Laidain.

j. Investasi

1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomiki sepert
bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.

3) Investasi Jangka Pendealddah investasi yang memilikikarakteristik dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi
jangka pendek biasanyadigunakan untuk tujuan manajemen kas dimana
pemerintahdaerah dapat menjual investasi tersefikh muncul kebutuhanakan kas.
Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

4) Investasi jangka panjargdalahinvestasi yang pencairannyamemiliki jangka waktu
lebih dari 12 bulammeliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi
Jangka Panjang Permanen.

5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual
atau ditarikkembaliantara lain meliputi pmbelian obligasi atau surat utang jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh
pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketigadana yang disisihkan pemerintah dalam rangka
pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok
masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.

6) Investasi Jangka Panjang Permaadalahinvestasi jangkapanjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutanatau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik
kembali antara lain Penyertaan Modgbada perusahaan negara/daerah, badan
internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi
permanen lainnya yangimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diggsoleh
pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai feliable).

8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang
dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.

9) Investasi Permam berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah
diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh
Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
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tentang Penyertaan Modal terkait. Tata aatan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal

dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

10) Pengukuran Investasi untkeberapa jenis investagiang memilikipasar aktif yang
dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang
tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau
nilai wajar lainnya

11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda Maitoda
Biaya, Metoda Ekuitas dérietoda nilai bersih yang direalisasikan.

a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi
pemerintah daerah kurang de20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi
pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih 88fic menggunakan metoda
ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan
mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat
pengaruh valuta asing sertavaluasi aset tetap.

c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan
investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat
direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepad/dijua
dalam jangka waktu dekat.

12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang
dapat direalisasikanngt realizable valug yaitu harga perolehan dana bergulir
dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yaegangkutan
dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu
dikelola sendiri/langsungexecuting agencgan chanelling agencgengan penjelasan
sebagai berikut:

a) Dana berglir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana
bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang
ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir,
menyalurkan dan menagih kembali danardpdir serta menanggung risiko
ketidaktertagihan dana bergulir.

b) Dana bergulir dengarexecuting agencyadalah mekanisme penyaluran dana
bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank,
koperasi, modal ventura dan lembaga keuamgainnya) yang ditunjuk dan
bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir,
menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko
ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
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c) Dana bergulir dengarchanelling ageay adalah mekanisme penyaluran dana
bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank,
koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan
bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

14) Kualitas danaergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur
berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada
debitor.

15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan
berdasarkarkondisi sebagai berikut:

Kualitas Keterangan
Piutang
Lancar

Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau

Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau

Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/ata

Penerima dana bergulkooperatif.

Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau

Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung s

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelung

dan/atau

c. Penerima dana bergulir kurangooperatif dalam pemeriksaar
dan/atau

d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaat

Diragukan a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tal
dan/atau

b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung s
tanggalSurat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan

c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksa
dan/atau

d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriks

a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau

b. Penerima dna bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung se
tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan

c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/ata

d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/
meninggadunia, dan/atau

e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeur).

Kurang Lancal

oo oo

Macet

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir
adalah sebagai berikut:

KualitasDana Bergulir Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar 0,5% (nol koma lima persen)

Kurang Lancar 10% (sepuluh persen)

Diragukan 50% (lima puluh persen)

Macet 100% (seratus persen)
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17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagitilakukan berdasarkan dokumen bukti
memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.

18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan
investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutargy@lai perolehannya
di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus
diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan
amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau memgumilai
investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada
periode pelaporan.

19) Pengakuan hasil investalitentukansebagai berikut:

a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain  berupa
bungadeposito, bunga obligasi, dan dividen tur@igh dividenyd diakui pada saat
diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal
pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biayatadicgbagai
pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat
sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran
maupundalam Laporan Operasional.

C) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan
Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:

9 Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian
laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan
(berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang
menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapaiasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkadi sisi kredit.

i Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya
maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi
di sisi kredit.

1 Pendapatan HalsPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahksh dicatat
sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.

20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena
peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedmatara hasil pelepasan investasi
dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi
pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan
operasional.

21) Investasi jangka pendek disajikan sebagaidragari Aset Lancar,sedangkan investasi
jangka panjang disajikan sebagai bagian darilnvestasi Jangka Panjang yang kemudian
dibagi ke dalam InvestasiNonpermanen dan Investasi Permanen.

K. Aset Tetap
1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa maidaén dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum.
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2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikapal Aset Lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam
kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset
Lainnya.

3) Aset TetapRenovasi yaitu biaya renovasi a@aset tetap yang bukan miliknya, dan
biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya
dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tistiap te
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.

5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:

a) Berwujud.

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

d) Tidakdimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.

e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.

f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelianteisg tersebut
memenuhi batasan minimal kapitalisasiaset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah Tidak ada
Peralatan dan Mesin Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan Rp10.000.000,00 / unit
Jalan]rigasi, dan Jaringan Tidak ada
Aset Tetap Lainnya Tidak ada

6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang
ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria tetap tersebut, maka

tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain

sebagai berikut:

a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya akan
diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetsphut dicatat
sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau
masyarakat.

b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai
Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan
keselurdnan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi
dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi
dokumen perencanaannya saja.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 76



PEMERINTAH DAERAH DA

OO a a /

8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada nilai wajar pada saat perolehan.

9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu asetapsaat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.

10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya falagsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.

11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atanstkuksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secargsamg adalah:

a) Biaya persiapan tempat.

b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
c) Biaya pemasangan.

d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.

e) Biaya konstruksi.

12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjasg ma
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan
datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja,
harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

13) Penyusutan adalapenyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masnaging periode diakui
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan
dalam laporan operasional.

14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai
dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang  digunakan harus dapat
menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasavice potentigl yang
akan mengalir ke pemerintah

15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika
terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang
dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

16) Metode penyusutan yang digunakadalah metode garis lurustfaight line methodl

17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai
dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila asatase
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang
akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
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dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata
cara dan mekasime penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.

19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

20) Barang berwujud yanghemenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan
dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya
perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah
sebesar nilai wajar pada saat agersebut diperoleh.

21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi
kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan
penyesuaian pada masimgasing akun Aset Tetap dan akun Edaiit

22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan
budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan
bersejarah, monumen, tempaempat purbakala grchaeologicalsitésseperti candi,
dan karya sein(works of ar). Karakteristikarakteristik di bawah ini sering dianggap
sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh
dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan haagar;

b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat
pelepasannya untuk dijual;

c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu
berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

d) Sulit untuk mengestimasan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat
mencapai ratusan tahun.

|.  Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aast¢t tetap yang sedang dalam proses
pembangunan.Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran

2) Suatu aset berwujud harus diakui sebaganstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi
kriteria:

a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan
dengan aset tersebut akan diperoleh.

b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.

c) Aset tersebut masih dalam prospsngerjaan.

3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap
(termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam
Pengejaan.

4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan
(tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset
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tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap

digurakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

5) Dalam kasukasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam

Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah
diperoleh, dn aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset
tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatdeh 8KPD, maka
aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah
namurBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap
tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKIiaka aset tersebut masih dicatat sebagai
Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah
digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dfaetkan masih
diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam
pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana &dare/majeuy
aset tersebut hilangmaka penanggung jawahset, dalam hal ini Pengguna
Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana dao® majeudan atas
dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Apabila Berita Acara Serah Terimidah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai,
maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan

g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum
dilaksanakan, namun biayAaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam
pembangunan progk telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya
tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang
bersangkutan.

h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan
(lelang) sudah dilaksanakan, namumges pengadaan (lelang) gagal maka biaya
penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan
dalam Laporan Operasional.

i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikai€mpangunannya oleh karena
ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadiajadian lainnya.
Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara
dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan
dihentikan gmbangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam
Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini
diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun,
apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaamtdan untuk dihentikan
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pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan
manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat
dipertanggungjawabkan, mak&onstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan
dari neraca sesu&etentuan yang berlaku dakejadian ini diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

m. DanaCadangan

1) Dana Cadangamerupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipendlailam satu tahun
anggaran.Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang
matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana
cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a) Penetapan tujuapembentukan dana cadangan;

b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer
kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

d) Sumber dana cadangan; dan

e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan,
sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk
penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantumndi dala
peraturan daerah.

3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke
Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan
yang menggunakan mekanisme LS.

4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangerupa jasa giro/bunga dapat
diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan
atau dicatat sebagai Lalain Pendapatan Asli Daerah yang -Saka Giro/Bunga Dana
Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalamupanaDaerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan.

5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan
pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya
1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat dildasiéik
sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan
2) Aset Lainnya melipufiagihan Jangka Panjai{emitraan Dengan Pihak Ketigeset
Tidak Berwujudlan Aset Lahfain.
3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:

a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara
pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan
penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari
pegawai.

b) Tuntutan Ganti Kerugm Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan
Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang
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dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar
pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakuka
melalui jalur pengadilan, pengakudmuntutan Ganti Kerugian Daerailakukan
setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan wag diikuti dengan perubahan penetapan status
penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
lainnya kerjasama/kemitraasewa.

d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya
permohonan pinjan pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan
diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset
LainnyaPinjam Pakai.

e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam beitakasama pemanfaatan (KSP) diakui
pada saat terjadi péanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya
penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset
dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasgpeananfaatan (KSP).

f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Genad 88GS) diakui
pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara
Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan
penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainkgenitraan
Dengan Pihak Kga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah
dari Aset Tetap.

g) Kemitraan Dengan Pihak Ketigalam bentuk Bangun Serah Guna (B&&Hjui
pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya
selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh
pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertaingin kewajiban
pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta
fasilitasnya kpada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian
dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola
Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh
Kepala Daerah sebagai dasar mereklassfiklari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap
sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap
tersebut diserahkan kembali.

i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
direklasifikasi ke dalam eslain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat,
usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan
modal). Aset laifain diakui pada saat dihengk dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset-lain berdasarkan Surat
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Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan
Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.

4) Pengukuran Aset Lainnyaeliapkan sebagai berikut:

a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai
nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen
pendukung lerupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan
dari aset yang disewakan.

d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur
sebesar nilai perolehan esyang dikerjasamakan.

e) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diukur sebesar nilai
perolehan aset yang dipinjampakaikan.

f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar
nilai perolehan aset tetap yang diseralnkaleh pemerintah daerah kepada pihak
ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.

g) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar
nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai peroleken a
yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

0. Aset Tak Berwujud

1)

2)

3)

4)

5)

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang
atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
ATB hans memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan
mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaituATB dengan umur
manfaat terbatas f{nite life) dan ATB dengan umur marda yang tak terbatas
(indefinite life.

ATB dengan umur manfaat terbatafinife life) adalah umur manfaat ATB dalam
kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan,
yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakentassebut, atau faktor
hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut
tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas
tesebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.

ATB dengan umur amfaat yang tak terbatagndefinite life yaituATB tertentu diyakini

tidak mempunyai batabatas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.
Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus
dilakukan reviu secara berea untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam
memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas
meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.

Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodligensi dan frenchisélak Cipta

Paten Aset Tidak Berwujud Lainnya antara lain meliputi sotware, DED dalaitain
sertaAset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
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6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap
penelitian/riset dan tahap pengembangatas aktivitas/kegiatan internal untuk
menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut
diakui sebagai pengeluaran daléamap penelitian/riset.
b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap
penelitian/riset dan tahap pengembangatas aktivitas/kegiatan internal untuk
menghasilkan ATB maka:
1 Pengeluararpengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitiaset tidak dapat
diakui sebagai ATB. Pengeluafmengeluaran tersebut harus diakui sebagai
beban pada saat terjadi.
1 Pengeluararpengeluaran dalarmahap pengembangaatas aktivitas/kegiatan
internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kaiteri
i Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk
digunakan atau dimanfaatkan;

U Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan
ATB tersebut;
Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
Manfaat ekonomdan/atau sosial dimasa datang;
Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya
yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau
pemanfaatkan ATB tersebut;

U Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengelupsargeluaran
yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

T Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan
manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus
mampu mengidentifikasi mengenai:

U Apa manfaat ekonomi dan atawsal yang akan diperoleh dari hasil
kajian/pengembangan tersebut;

il Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;

U Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;

U Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

c) ATB yang dibiai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui
sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.

d) Softwarediakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara
dikontrakkan kepada pihak ketiga.

e) Softwareprogram yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan
hardwaretertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, nhamun apabitavareyang
dibeli tersebut merupakan bagian integral dari sudardware (tanpa software
tersebut, hardware tidak dgat dioperasikan), makaoftware tersebut diakui
sebagai bagian harga perolehaardwaredan dikapitalisasi sebagai peralatan dan
mesin.

f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah,
maka atas aset ini secara umum diakui padat slokumen hukum yang sah atas
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g)

Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka
waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak
Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya damluih

nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan
penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal
pelaporan ATB belum selesabgsampengeluaran yang telah terjadi dalam rangka
pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan
direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

a)

b)

c)

d)

e)

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinila&rdasarkan biaya perolehan.
Apabib ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing
masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajarmasingasing aset yang bersangkutan. Biaya pdrate
tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pgjajak, setelah
dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang
membuat aset tersebut dagi bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
9 Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
1 Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersedpat d
digunakan;
1 Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar
nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam
pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang
dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai
sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
ATB yang diperoleh dari hasil kerjasamaaardua entitas atau lebih disajikan
berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB
tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar paida sa
perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti
perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian
hibah.
ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari
kegiatan pengemhbagan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya
diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak
ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang
sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkR&ngeluaran atas unsur
ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak
boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
ATB yang berasal dari aset bersejarhbrifage assetsjidak diharuskan otuk
disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 84



PEMERINTAH DAERAH DA

OO a a /

Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk
memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai
pendaftarannya.

8) Secara umunsifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilaiATB dan tidak

diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal.
Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara
manfaat ekonomi di masa datang atgasa potensialyang terkandung dalam ATB
dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi
dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung
pengeluaran setelah perolehan terhadapsuatu ATB tettesgthingga diperlakukan
sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah
perolehan yang dapatdiatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka
pengeluaran tersebut dapatdikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. alisagit
terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadagoftware computerharus
memenuhi salah satu kriteria yaitaeningkatkan fungssoftware dan meningkatkan
efisiensisoftware

9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan szsémnal

masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat
tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan
ketentuan sebagi berikut:
a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas
dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa
manfaat. Umur masenanfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan
ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas
bernilai nihil.
b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas
ATB dengan masa manfaat tidak tetdmdalam hal ini goodwill, software dan hasil
kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai
ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan
apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekononmadsa depan. Jika tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya
berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai.
Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika
terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang,
maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku.

10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus,Amortisasi setiap periode akan diakui

sebagyai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB
disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan
membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

11) ATB dapat mengalami penurunan njia nilai tercatatnya miebihi nilai yang dapat

diperoleh kembali. Kadang Rahl yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum
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berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan
memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untukupasegt tak
berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan
membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan
setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami
penurunan filai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada
perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah
turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan
teknologi yang meyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat
dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem danlda&in Dalam hal
terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka
hal tersebut perlu diungkapkan secara nmemtai dalam catatan atas laporan keuangan.
Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa
mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.
Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika preseghapusan aset telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya
masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum,
penghentian ATB dilakukan padaatdilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki
manfaat ekonomi masa depan yangdiharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkatawa dijadikan penyertaan modal
daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya
telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagnilie manfaat ekonomi

masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan
dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya
masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akury&iiB
bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat
mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat
penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB
sebesar nilai terdat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara
dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai
buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara hargejual
harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau
keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan
sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus
diungkapkardalam CaLK.

p. Kewajiban
1) Kewajibanadalah utang yang timbul dari peristiwva masa lalu yangpenyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dadfatvajiban
pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihalaketig
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perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada

masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada

pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum
sebagai konsekuenatas kontrak atau peraturan perundamgdangan.

2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka
Panjang dengan ketentuan:

a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu
12 (dua belas) bulan sd&h tanggal pelaporakKewajiban Jangka Pendek meliputi
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (REKang BungaBagian Lancar Utang Jangka
Panjang Pendapatan Diterima Dimuk&tang Belanjalan Utang Jangka Pendek
Lainnya

b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelapét@wajiban Jangka
Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

3) Kewajiban diakui jika besar tkeingkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur
dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pdilkui pada saat dilakukan pemotongan oleh
BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus
dipungut potongan Taspen, luran Jaminan Kesehatan, luran Wajib Pegawai, Uang
Jaminan dan pajak.

b) Utang Bunga diakui berdasarkakumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada
setiap akhir periode pelaporan.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjdigkui pada saat melakukan reklasifikasi
pinjaman jangka panjang yangakan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)
setelah tanggal neracapada setiap akhir periode akuntansi.

d) Pendapatan Diterima Dimuldiakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga
kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari
pihak ketiga tetapi belum adeepyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

e) Utang Belanjaliakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan
dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait
penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pymabannya oleh
pemerintah daerah.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan
klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.

g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankdiakui pada saat dana diterima di Ka
Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.

h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan dakiki pada saat dana
diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian
pinjaman.

i) Utang Dalam Negeq Obligasi Daerah diakupada saat kewajiban timbul yaitu
pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
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j) Utang Dalam Negeq Pemerintah Pusatliakui pada saat dana diterima di Kas
Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman

k) Utang Dalam Negerq Pemerintah Daerah Lainngliakui pada saat dana diterima
di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.

[) Utang Dalam Negeri Lainnydiakui pada saat dana diterima di Kas Daerah
sepanjang tidak diatur secakfusus dalam perjanjian pinjaman.

m) Utang Jangka Panjang Lainnya sepdtang kemitraan diakui pada saat aset
diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya
akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

4) Pengukura kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:

a) Utang PFK diukur sebedaFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum
disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.

b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga a@mumitmentfee yang telah
terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada
naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode
tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjangudijtknlah yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka
pendek yang terjadi karergayable on demanghilai yang dicantumkan di neraca
adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta dendaedeajiban lainnya
yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum
diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

e) Utang Belanja diukur sebesar sdlar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah
sampai dengan tanggal neraca.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan
klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi
oleh SKPD.

g) Utang mlam Negeri Sektor Perbankan diulagbesar jumlah dana yang telah
ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan
mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah
sebesar total penarikan dikurangeggan pelunasan.

h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukanddank sebesar jumlah
dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok
pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan
dalam neraca a@lah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

i) Utang Dalam Nege¢iObligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah
premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal
Utang Obligasi Daerah tersebut mencenkan nilai yang tertera pada lembar
surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada
saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran
ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubatiamyia selain
perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat
(carrying amount utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai
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pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok
utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya,
sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa
berlakunya surat utang obligasi.

j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pushiikur sebesar jumlah dana yang &l
ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan
mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah
sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Laingiyur jumlah dana yang telah
ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan
mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah
sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

[) Utang Dalam Negeri lrenyadiukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah
Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang
sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan
dikurangi dengan pelunasan.

m) Utang Jangka Rgng Lainnya dalam bentuk Utang Kemitra&urkur berdasarkan
nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum
dibayar.

5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang
pemerintah daerah. Premh adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban
(present valug dengan nilai jatuh tempo kewajibgmaturity value)karena tingkat
bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.Diskonto adalah jumlah selisih
kurang antara nilai kini kevian (present valug dengan nilai jatuh tempo kewajiban
(maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga
efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.

6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasemdd yang diselesaikan sebelum jatuh
tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus
disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berlddtagan ketentuan sebagai
berikut:

a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka
penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian
utang secara normal yaitu dengan menyesuaiakan jumlah kewajiban dan aset yang
berhubungan.

b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka
penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada
juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisitedjiatan
Non Operasionalan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Koreksi Kesalahan
1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan
merupakan penyajian kain/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang
seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode
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sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan
kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Korddesalahan diungkapkan pada
Catatan atas Laporan Keuang#fuoreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan
yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.

2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi
kembal. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (duaiy jgaitu lesalahan
tidak berulang yang terjadi pada periode berjattan lesalahan tidak berulang yang
terjadi pada periode sebelumnya.

3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjakaik,yang mempengaruhi
posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja,
pendapatan LO, maupun beban.

4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periodeeksbnya maka perlakuan
akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

a) Koreksi- Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan

pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendaga®atau akun belanja,

maupun akun pendapatahO atau akun beban.
b) Koreksi- Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

1 Koreksikesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan
pada akun Pendapatan Lain L-ARA dalam hal mengurangi kas dilakukan
dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

1 Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun
mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun
asset yang bersangkutan.

i Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan
beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material
posisi asset selaikas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan
Lainlain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan pada akun Ekuitas.

1 Koreksi kesalahan atas penerimaan PendaphfRA yang menambah maupun
mengurangi posisi kas dilakukdengan pembetulan pada akun Kas dan akun
Saldo Anggaran Lebih.

1 Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendap&a@nyang menambah mauun
mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun
Ekuitas.

1 Koreksi kesalahan atas penerimaan dan gmnaran pembiayaan yang
menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan
pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

i Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun
mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan paidan Kas dan
Kewajiban yang bersangkutan.

1 Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada
akunakun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
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